Menimbang

BUPATI BONE BOLANGO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 42 TAHUN 2019

TENTANG

PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG KAWASAN SEKITAR
DANAU PERINTIS KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2020-2039

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

:a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Provinsi
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Gorontalo Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Daerah
Aliran Sungai Provinsi Gorontalo, pemanfaatan sumberdaya pada
kawasan lindung di bagian hulu DAS perlu dilakukan dengan
persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Bone
Nolango Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah ~ Kabupaten Bone Bolango Tahun 2011-2031,
perkembangan kawasan peruntukan pertanian, kawasan
peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata khususnya
di Danau Perintis, perlu diantisipasi dengan pengendalian
pemanfaatan ruang agar terdapat pertimbangan dan kesesuaian
fungsi kawasan baik budidaya maupun lindung;

bahwa untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang yang
sesuai dengan rencana tata ruang, setiap kegiatan pemanfaatan
ruang harus mempunyai ketentuan peraturan pemanfaatan ruang
yang memenuhi persyaratan yang ditentukan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang pemanfaatan ruang;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, huruf b dan huruf ¢, perlu menetapkan Peraturan Bupati
Bone Bolango tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Danau
Perintis Kabupaten Bone Bolango Tahun 2020-2039;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
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Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber
Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor Tahun 1990 Nomor 49);

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4060);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi
Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4269),

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4444);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4022);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5059);

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan
Lahan Pangan Berkelanjutan (lembaran Negara Republik Indonesi
Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lebaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5068);

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesi Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lebaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 472 o)
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah
Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5280);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 5601);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6405);
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan
Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004
Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4833);

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan
sumber daya air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia
Nomor 4858);

Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi
dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4947);

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5103);

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan
Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran
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Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292);
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin
Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republikindonesia
Nomor 5292);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan
Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5292);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012
tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan
Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 156), sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015
Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 72
Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian
Insentif dan Kemudahan Invetasi Di Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6330);

Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 4 Tahun 2011 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo Tahun 2011-
2030;

Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 11 Tahun 2014
Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Provinsi Gorontalo;
Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 8 Tahun 2012
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bone
Bolango Tahun 2011-2031;

Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 5 Tahun 2014
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Bone Bolango (RPJP) Tahun 2005-2025;

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bone Bolango
Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan



Memperhatikan
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Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 6 Tahun 2016;

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia
Nomor :P.60/Menhut-11/2013 tentang Tata Cara Penyusunan dan
Penetapan Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia
Nomor : P.61/Menhut-11/2013 tentang Forum Koordinasi
Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia
Nomor : P.17/Menhut-lI/ 2014 tentang Tata Cara Pemberdayaan
Masyarakat Dalam Kegiatan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik
Indonesia Nomor : P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2016
tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 115
Tahun 2017 tentang Mekanisme Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Daerah;

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia
Nomor : 591/KPTS/M/2010 tentang Pola Pengelolaan Sumberdaya
Air Wilayah Sungai Limboto-Bolango-Bone;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PENGENDALIAN
PEMANFAATAN RUANG KAWASAN SEKITAR DANAU PERINTIS
KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2020-2039

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Perangkat
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta
para Menteri

Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Gorontalo.

Daerah adalah Kabupaten Bone Bolango

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah

Bupati adalah Bupati Bone Bolango.
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Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang
udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah,
tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan
memelihara kelangsungan hidupnya.

Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.

Penataan Ruang adalah suaty sistem proses perencanaan tata ruang,
pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi
pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan
hukum bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam
penataan ruang.

Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja
penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah
Daerah dan masyarakat.

Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan
ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang
dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan
penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan
struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan
rencana tata ruang.

Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem
jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung
kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki
hubungan fungsional.

Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah
yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan
ruang untuk fungsi budi daya.

Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang
dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan
dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.

Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan
tertib tata ruang.

Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan
pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk

setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana

rinci tata ruang.
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Penggunaan Lahan adalah fungsi dominan dengan ketentuan khusus
yang ditetapkan pada suatu kawasan, blok peruntukan, dan/atau persil.
Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta
segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan
aspek administratif dan/atau aspek fungsional.

Wilayah Perencanaan adalah kawasan perkotaan/kecamatan bagian dari
kabupaten yang akan/perlu disusun rencana rincinya dalam hal ini RTA
kabupaten sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW
kabupaten yang bersangkutan.

Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah
rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota
yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.

Rencana Teknik Antara yang selanjutnya disingkat RTA adalah rencana
secara terperinci tentang tata ruang kawasan perencanaan

Bagian Wilayah Perkotaan yang selanjutnya disingkat BWP adalah
bagian dari kabupaten/kota dan/atau kawasan strategis
kabupaten/kota yang akan atau perlu disusun rencana rincinya, dalam
hal ini RTA, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW
kabupaten/kota yang bersangkutan, dan memiliki pengertian yang sama
dengan 2zona peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan
Ruang.

Sub Bagian Wilayah Perkotaan/Perdesaan yang selanjutnya disebut Sub
BWP adalah bagian dari BWP yang dibatasi dengan batasan fisik dan
terdiri dari beberapa blok, dan memiliki pengertian yang sama dengan
subzona peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan
Ruang.

Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh
batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan,
saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai,
atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana
jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota, dan
memiliki pengertian yang sama dengan blok peruntukan sebagaimana
dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik

spesifik.
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.Subzona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan

karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan
karakteristik pada zona yang bersangkutan.

Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau
budidaya.

Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama
melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya
alam dan sumber daya buatan serta nilai sejarah dan budaya bangsa,
guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.

Kawasan Rawan Bencana adalah kawasan dengan kondisi atau
karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, dan geografis
pada satu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi
kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi
kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
Kawasan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama
untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam,
sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

Kawasan Sekitar Mata Air adalah kawasan sekeliling mata air yang
mempunyai manfaat penting untuk kelestarian fungsi mata air.
Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kiri-kanan sungai,
termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai
manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama
pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan
fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa
pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi

Kawasan Pariwisata adalah kawasan yang merupakan bagian dari
kawasan budidaya yang dikembangkan untuk mengembangkan kegiatan
pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.

Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar
kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan
yvang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan
hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan
penghidupan.

Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri
atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana,
sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain
di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.

Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari

pemukiman, baik perkotaan maupun pedesaan, yang dilengkapi
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dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya
pemenuhan rumah yang layak huni.

Pusat Kegiatan Kawasan yang selanjutnya disingkat PKK adalah
kawasan merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani
kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.

Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang
memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang
layak, sehat, aman, dan nyaman.

Prasarana lingkungan adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang
memungkinkan lingkungan permukiman dapat berfungsi sebagaimana
mestinya.

Jaringan adalah keterkaitan antara unsur yang satu dan unsur yang
lain.

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian
jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang
diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah
dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan
lori, dan jalan kabel.

Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling
menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan
wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu
hubungan hierarkis.

Jalan Usaha Tani yang selanjutnya disingkat dengan JUT adalah jalan
pertanian yang merupakan prasarana transportasi pada kawasan
pertanian (tanaman pangan, holtikultura, perkebunan rakyat dan
peternakan) untuk memperlancar mobilitas alat dan mesin pertanian,
pengangkutan sarana produksi menuju lahan pertanian dan
mengangkut hasil produk pertanian dari lahan menuju tempat
penyimpanan, tempat pengolahan atau pasar.

Jalan lingkungan adalah jalan yang dirancang untuk perjalanan jarak
dekat dengan menggunakan kecepatan rendah dengan asas yang tidak
dibatasi.

Jalan Lokal merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan
setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah,
dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.

Jalan Kabupaten merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan
primer yang tidak termasuk pada jalan nasional dan jalan provinsi, yang
menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar-

ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal,



antar-pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jarin
gan

jalan .

51. fJalanS;}I’{ l;zzzra(:iz‘:: :lii’hmka:paten’ dan jalan strategis kabupaten.
dengan daerah pusat perekoncgamj:zghuﬁul.lgkan suatu daerah tertentu
biaya. /pariwisata, dan tidak dikenakan

~eeein Ring R oad adalah jalan yang mempunyai fungsi sama dengan by
pass yang dibuat mengelilingi suatu

53. Jalan nasional adalah jalan yang dibangun dari APBN vang berf ,
menghubungkan ibukota antar provinsi e e

54.Jalan arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan
utama dengan ciri perjalanan jarak jauh., keceoatan rata-rats tinest dan
jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.

55. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka
persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan
gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang
dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.

56. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka
persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar
bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan
dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai
rencana tata ruang dan RTBL.

57. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka
persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung
dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai
rencana tata ruang dan RTBL.

58. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah
sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi
jalan; dihitung dari batas terluar saluran air kotor (riol) sampai batas
terluar muka bangunan, berfungsi sebagai pembatas ruang, atau jarak
bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap
lahan yang dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara massa
bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi
listrik, jaringan pipa gas.

59. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area
memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih
bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara

alamiah maupun yang sengaja ditanam.

60. Ruang Terbuka Non Hijau yang selanjutnya disingkat RTNH adalah
ruang terbuka di bagian wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam
kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras atau yang berupa badan air,



61.

62,

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72

maupun kondisi permukaan tertentu yang tidak dapat ditumbuhi
tanaman atau berpori.

Ketentuan umum peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur
tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya
dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukkan yang penetapan
zonanya dalam rencana rinci tata ruang.

Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan
pemanfaatan ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan rangsangan
terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.
Disinsentif adalah perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan,
atau mengurangi pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan
rencana tata ruang.

Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk
masyarakat hukum adat, koorporasi, dan atau pemangku kepentingan
non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.

Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam proses
perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian
pemanfaatan ruang.

Instrument Development Assesment Plan (IDAP) atau Rencana Teknis
Antara adalah rencana dengan klasifikasi RTA yang telah disepakati
secara teknis oleh pemangku kepentingan.

Instrumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah suatu alat untuk
mewujudkan tertib tata ruang.

Insentif adalah perangkat pengendalian pemanfaatan ruang untuk
memotivasi, mendorong, memberikan dayatarik, dan/atau memberikan
imbalan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang sejalan dengan
Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disebut RTR.

Disinsentif adalah perangkat pengendalian pemanfaatan ruang untuk
mencegah, membatasi, dan/atau mengurangi kegiatan pemanfaatan
ruang yang berpotensi mengganggu upaya perwujudan RTR.

Izin Pemanfaatan Ruang adalah pemberian kewenangan kegiatan
pemanfaatan ruang kepada seseorang atau badan hukum untuk
melakukan kegiatan sehingga terwujud tertib pemanfaatan ruang.
Pemberian Izin Pemanfaatan Ruang adalah pelimpahan kewenangan
kegiatan mewujudkan rencana struktur dan rencana pola ruang dari
Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah kepada seseorang atau badan

hukum sehingga terwujud tertib pemanfaatan ruang.



BAB II
ASAS, FUNGSI, TUJUAN DAN MANFAAT
Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2
Asas pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar Danau Perintis

berdasarkan:
a. manfaat dan lestari;
kerakyatan dan keadilan;

kebersamaan;

=3

keterpaduan;
keberlanjutan;
berbasis masyarakat;

kesatuan wilayah dan ekosistem;

=@ o0 oo

keseimbangan;

[y,

pemberdayaan masyarakat;
j. akuntabel dan transparan; dan

k. pengakuan terhadap kearifan lokal.

Bagian Kedua
Fungsi

Pasal 3
Fungsi instrumen pengendalian pemanfaatan ruang:

a. kendali mutu pemanfaatan ruang di kawasan Danau Perintis di
Kabupaten Bone Bolango;

b. acuan bagi kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar Danau
Perintis secara lebih rinci kegiatan pemanfaatan ruang yang diatur
dalam RTRW,; dan

c. acuan bagi kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan

sekitar Danau Perintis di Kabupaten Bone Bolango.

Bagian Ketiga
Tujuan

Pasal 4
Tujuan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan sekitar Danau Perintis

untuk:

a. terjaminnya penggunaan sumber daya alam yang lestari seperti hutan,
hidupan liar dan lahan pertanian sesuai daya dukung dan daya tamping
kawasan;

b. tercapainya keseimbangan ekologi lingkungan sebagai system penyangga
kehidupan;

c. terjaminnya jumlah dan kualitas air yang baik sepanjang tahun;



d. mengendatikan air permukaan dan banijir;

e. mengendalikan erosi tanah dan proses degradasi lahan lainnya; dan
terwujudnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas antar
para pemanggku kepentingan dalam pemanfaatan dan pengendalian

pemanfaaran ruang kawasan sekitar Danau Perintis

Bagian Keempat
Manfaat
Pasal 5
Rencana pengendalian pemanfaatan ruang bermanfaat sebagai:
a. penentu lokasi kegiatan yang mempunyai kesamaan fungsi dan
lingkungan dengan karakteristi tertentu;
b. alat operasionalisasi dalam sistem pengendalian dan pengawasan
pelaksanaan pembangunan fisik di kawasan sekitar Danau Perintis;
c. alat dalam pengendalian intensitas pemanfaatan ruang pada kawasan
sekitar Danau Perintis;
d. alat pengendalian dalam sistem perizinan kegiatan pemanfaatan ruang
pada kawasan sekitar Danau Perintis;
e. alat pengendalian dalam penentuan insentif dan insentif kegiatan
pemanfaatan ruang pada kawasan; dan
f. alat penentuan sanksi dari kegiatan pemanfaatan ruang kawasan sekitar
danau.
BAB III
KEDUDUKAN DAN JANGKA WAKTU

Pasal 6
Instrumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang Danau Perintis memiliki

kedudukan sebagai dasar dalam pemberian perizinan, insentif dan

disinsentif, dan sanksi dalam pemanfaatan ruang.

Pasal 7
Jangka waktu Instrumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang Danau Perintis

berlaku 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, dan
dilakukan evaluasi setiap 5 tahun.

BAB IV
RUANG LINGKUP

Pasal 8
Ruang lingkup rencana pengendalian pemanfaatan ruang yang diatur dalam

Peraturan Bupati ini meliputi:
a. ruang lingkup materi; dan

b. ruang lingkup kawasan perencanaan.



Pasal 9

Ruang lingkup materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a
meliputi:

a.

=3
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tujuan penataan,;

rencana struktur ruang;

rencana pola ruang;

penetapan sub BWP yang diprioritaskan penanganannya;

ketentuan pemanfaatan ruang;

peraturan zonasi;

ketentuan perizinan;

ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan

ketentuan sanksi.

Pasal 10

Ruang lingkup kawasan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 huruf b meliputi:

a.

luas badan air Danau Perintis yang akan di sertifikatkan seluas
29,54 (dua puluh sembilan koma lima empat) hektar;

luasan kawasan prieritas Danau Perintis seluas 432,70 (empat ratus
tiga puluh dua koma tujuh nol) hektar; dan

total luas Kawasan perencanaan sebagaimana di maksud dalam poin
a dan b adalah 462,25 (empat ratus enam puluh dua koma dua lima)
hektar.

Desa-desa yang menjadi kawasan perencanaan sebagaimana dijelaskan

pada pasal Lingkup kawasan prioritas pada ayat 1 butir ¢, meliputi:

a.

sebagian Desa Tingkohubu dengan luas 467,79 (empat ratus enam
puluh tujuh koma tujuh sembilan) hektar;

sebagian Desa Boludawa dengan luas 77,33 (tujuh puluh tujuh koma
tiga tiga) hektar;

sebagian Desa Tingkohubu Timur dengan luas 31,77 (tiga puluh satu

koma tujuh tujuh) hektar;
sebagian Desa Bube Baru dengan luas 12,18 (dua belas koma satu

delapan) hektar;
sebagian Desa Helumo dengan luas 56,66 (lima puluh enam koma

enam enam) hektar;

sebagian Desa Huluduotamo dengan luas 87,39 (delapan puluh tujuh
koma tiga Sembilan) hektar;

sebagian Desa Ulanta dengan luas 78,36 (tujuh puluh delapan koma
tiga enam) hektar;

sebagian Desa Duano dengan lu
tujuh nol) hektar; dan

as 68,70 (enam puluh delapan koma



i. Sebagian Desa Alale dengan luas 3,05 (tiga koma nol lima) hektar.

(3) Kawasan perencanaan merupakan bagian blok perencanaan dari
kawasan RDTR Ibukota Kabupaten Bone Bolango.

(4) Blok perencanaan yang dijadikan sebagai kawasan perencanaan
pengendalian pemanfaatan ruang kawasan sekitar Danau Perintis
Kabupaten Bone Bolango adalah Blok 2C, Blok 2D dan Blok 2E, dengan
luas dari masing-masing blok perencanaan adalah:

a. Blok 2B mempunyai luas 117,47 (seratus tujuh belas koma empat
tujuh) hektar

b. Blok 2C mempunyai luas 132,27 (seratus tiga puluh dua koma dua
tujuh) hektar

c. Blok 2D, mempunyai luas 141,89 (seratus emapat puluh satu koma
delapan sembilan) hektar

d. Blok 2E mempunyai luas 70,61 (tujuh puluh koma enam satu) hektar

(5) Lingkup kawasan perencanaan dan pembagian blok perencanaan
sebagaimana dimaksud ayat (4), tercantum dalam lampiran I dengan
tingkat Kketelitian peta 1 : 5.000 yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB 11
TUJUAN PENATAAN KAWASAN
Pasal 11
Tujuan penataan kawasan sekitar Danau Perintis adalah Terwujudnya
Kawasan Danau Perintis Dan Sekitarnya Sebagai Kawasan Konservasi, Sumber
Air Baku, Kawasan Ekowisata Dan Kawasan Agroindustri  Secara

Berkelanjutan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.

BAB III
RENCANA STRUKTUR RUANG
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12
Rencana struktur ruang kawasan Danau Perintis pada DAS Bolango-Bone

terdiri atas:

a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
b. rencana jaringan transportasi;

rencana jaringan energi/kelistrikan;
rencana jaringan drainase;

rencana jaringan air limbah; dan
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rencana pengolahan persampahan.



(1)

Bagian Kedua
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan
Pasal 13
Sistem pengembangan pusat pelayanan kawasan di Kawasan Prioritas
Danau Perintis pada DAS Bolango-Bone sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 huruf a adalah pusat pelayanan lingkungan yang meliputi:
a. pusat pelayanan kabupaten;
b. pusat pelayanan lingkungan Desa; dan
c. pusat pelayanan lingkungan.
Sub pusat pelayanan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
huruf a di Blok 2D.
Pusat pelayanan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b di
Blok 2D.
Pusat pelayanan kawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c
berada di Blok 2C.
Sistem pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) digambarkan pada peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 (lima
ribu) tercantum pada lampiran II yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Rencana Jaringan Transportasi
Pasal 14

Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12

huruf b, meliputi Rencana pengembangan jaringan jalan.

(1)

(2)

(3)

(4)

Paragraf 1
Rencana Pengembangan Jaringan Jalan
Pasal 15

Rencana pengembangan jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 terdiri atas:
a. jaringan jalan lokal,
b. jaringan jalan lingkungan; dan
c. jaringan jalan usaha tani.
Jaringan jalan lokal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a,
berada di Blok 2B dan Blok 2C.
Jaringan jalan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf
b, berada di blok 2B dan blok 2D.
Jaringan jalan usaha tani sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c,
berada di blok 2E.



(5) Rencana jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

(1)

digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 (lima ribu)
tercantum pada lampiran Il yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Rencana Pengembangan Sistem
Jaringan Energi/Kelistrikan
Pasal 16

Rencana pengembangan sistem jaringan listrik sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 12 huruf ¢, meliputi:

a. Pengembangan jaringan listrik dilakukan dengan sistem jaringan
yang mengikuti jaringan jalan yang sudah ada di Blok 2B, Blok 2C,
Blok 2D, dan Blok 2E

b. Pengembangan jaringan listrik dilakukan secara terpadu dengan
sistem jaringan utilitas perkotaan lainnya supaya terjadi sinkronisasi
sistemn utilitas yang direncanakan.

c. Rencana pembuatan jaringan baru pada masing-masing blok berupa
Jaringan Sekunder.

Rencana pengembangan sistem jaringan energi/kelistrikan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat

ketelitian 1:5.000 (lima ribu) pada lampiran IV yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Drainase
Pasal 17
Rencana pengembangan sistem jaringan drainasc scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, meliputi:
a. sistem tertutup pada tempat-tempat tertentu di sekitar kawasan
perdagangan dan perkantoran yaitu di blok 2d dan blok 2b;
b. sistem terbuka pada kawasan yang mempunyai aktivitas rendah
yaitu pertanian, perumahan terletak di blok 2c dan 2e;
c. membuat saluran secara hirarki sehingga dapat mengalirkan seluruh
air buangan; dan
d. sistem saluran drainase disesuaikan dengan keadaan topografi

dengan memanfaatkan gaya gravitasi.

(2) Rencana pengembangan sistem jaringan drainase sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat
ketelitian 1:5.000 (lima ribu) tercantum pada lampiran V yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



(1)

(2)

(1)

(4)

Bagian Kedelapan
Rencana Pengembangan Sistem Pengolahan Air Limbah
Pasal 18

Rencana pengembangan sistem jaringan air limbah sebagaimana
dimaksud pasal 12 huruf e, yang diarahkan untuk on site sistem adalah
blok 2b, 2¢, 2d, dan 2e
Rencana pengembangan sistem Jaringan air limbah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat
ketelitian 1:5.000 (lima ribu) pada lampiran VI yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Bagian Kesembilan
Rencana Pengembangan Sistem Pengolahan Persampahan
Pasal 19
Rencana pengembangan TPS di Blok 2B dengan menggunakan sistem 3R
(Reduce, Reuse, dan Recycle)
Rencana pelayanan persampahan dikembangkan di seluruh kawasan
perkotaan melalui penambahan armada pengangkutan sampah serta
penambahan sarana dan prasarana persampahan di setiap desa.
Sistem pengelolaan sampah dilakukan dengan kerjasama dengan pihak
ketiga dalam pengelolaan persampahan dengan prinsip saling
menguntungkan.
Rencana pengembangan sistem pengelolaan persampahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat
ketelitian 1:5.000 (lima ribu) tercantum pada lampiran VII yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
RENCANA POLA RUANG
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 20
Rencana pola ruang Kawasan Prioritas Danau Perintis pada DAS
Bolango-Bone erdiri atas:
a. zona lindung; dan
b. zona budidaya.
Rencana pola ruang Kawasan Prioritas Danau Perintis pada DAS
Bolango-Bone sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada
peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 (lima ribu) tercantum pada
lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.



Bagian Kedua
Zona Lindung

Pasal 21
Zona lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a terdiri

atas:
a. zona perlindungan setempat; dan

b. zona ruang terbuka hijau (RTH).

Paragraf 1
Zona Perlindungan Setempat

Pasal 22
Zona perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a

terdiri dari sekitar danau dan sempadan sungai dengan luas total 28,18 Ha
berada di Blok 2B dan Blok 2C.

Paragraf 2
Ruang Terbuka Hijau

Pasal 23
Zona ruang terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b berupa

taman Desa seluas 11,61 ha berada di Blok 2B, 2C, dan 2D.

Bagian Ketiga
Rencana Zona Budidaya

Pasal 24
Zona Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b

terdiri atas:
a. zona perumahan;

b. zona perdagangan dan jasa;

C. zona sarana pelayanan umum,;

d. zona industri;

€. zona pariwisata;

f. zona perkantoran;

g. zona pertahanan dan keamanan; dan
h. zona pertanian.

Paragraf 1
Zona Perumahan
Pasal 25
(1) Zona perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a terdiri
dari sub zona antara lain:
a. Sub zona perumahan kepadatan sedang; dan
b. Sub zona perumahan kepadatan rendah
(2) Sub zona perumahan kepadatan sedang seluas 17,4 ha (tujuh belas
koma empat) hektar terdapat di Blok 2B.



(3) Sub zona perumahan kepadatan rendah seluas 245,75 ha (dua ratus
empat puluh lima koma tujuh lima) hektar terdapat di Blok 2B, 2C, dan
2D. |

Paragraf 2
Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 26
(1) Zona perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24

huruf b terdiri dari Sub zona antara lain:
a. sub zona perdagangan dan jasa skala BWP; dan
b. sub zona perdagangan dan jasa skala Sub-BWP.
(2) Perdagangan dan jasa skala BWP seluas 0,95 ha terdapat di Blok 2B.
(3) Perdagangan dan jasa skala skala Sub BWP seluas 7,34 ha terdapat di
Blok 2B dan 2D.
Paragraf 3
Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 27
(1) Zona sarana pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24

huruf ¢ terdiri dari sub zona anata lain:
a. sub zona sarana pelayanan umum skala BWP (Kecamatan); dan
b. sub zona sarana pelayanan umum skala Desa.
(2) sub zona sarana pelayanan umum skala BWP seluas 0,03 ha, terdapat di
Blok 2C.
(3) sub zona sarana pelayanan umum skala desa seluas 3,71 ha, terdapat di
Blok 2B dan Blok 2D.
Paragraf 4
Zona Industri

Pasal 28
Zona sentra industri kecil dan menengah yang selanjutnya disebut Zona

SIKM sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 huruf d seluas 0,78 hektar

terdapat di Blok 2C.
Paragraf 5
Zona Pariwisata
Pasal 29
Zona pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e seluas

53,37 hektar terdapat di Blok 2B, 2C, dan 2D.

Paragraf 6
Zona Perkantoran

Pasal 30

Zona perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf f seluas

20,06 hektar terdapat di Blok 2B dan 2C.



Paragraf 7
Zona Pertahanan dan Keamanan

Pasal 31
Zona pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24

huruf g seluas 1,01 hektar terletak di Blok 2D.

Paragraf 8
Zona Pertanian

Pasal 32
Zona pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf h seluas

899,73 hektar terletak di Blok 2B, 2C, 2D, dab 2E

BAB V
PENETAPAN SUB BWP YANG DIPRIORITASKAN PENANGANANNYA
Pasal 33
(1) Sub BWP yang diprioritaskan adalah Blok 2D dengan penanganan yang
terdiri atas:
a. tema pengembangan Blok; dan
b. arahan penanganan Blok
(2) Tema pengembangan Sub BWP Kawasan Prioritas Blok 2D sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) huruf a memiliki tema pengembangan wisata
dan peningkatan fungsi tata air danau perintis
(3) Arahan penanganan blok 2D sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
huruf a adalah:
a. kegiatan penyuluhan" Peningkatan kapasitas kelembagaan
masyarakat;
b. penyediaan akses/insentif (peningkatan kapasitas SDM, Modal,
Saprotan dan Pemasaran); dan

c. penerapankompleks/tumpangsari (agroforestri kompleks).

BAB VI
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 34
(1) Ketentuan pemanfaatan ruang merupakan acuan dalam mewujudkan
rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan Sub BWP yang
diprioritaskan penanganannya.
(2) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
terdiri atas:

a. program pemanfaatan ruang;

b. lokasi,



C. sumber pendanaan;
d. pelaksana pemanfaatan ruang; dan

€. waktu dan tahapan pelaksanaan.

Bagian Kedua
Fungsi dan Program Ketentuan Pemanfaatan Ruang

Pasal 35
Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (2)

huruf a, meliputi:

a. program perwujudan struktur ruang;

b. program perwujudan rencana pola ruang; dan

C. program perwujudan penetapan Blok  yang  diprioritaskan
penanganannya.

Pasal 36
Lokasi pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2)

huruf b berada pada zona sebagai berikut

Zona perlindungan setempat berada di Blok 2C dan 2B;

Zona ruang terbuka berada di 2B, 2C, dan 2D:

Zona perumahan kepadatan sedang terdapat di Blok 2B:

Zona perumahan kepadatan rendah terdapat di Blok 2B, 2C, dan 2D:;
Zona Perdagangan dan jasa terletak di Blok 2B dan Blok 2D;

Zona sarana pelayanan umum terdapat di Blok 2B, 2C, dan 2D;
Zona sentra industri kecil dan menengah terdapat di 2C;

Zona pariwisata terdapat di Blok 2B, 2C, dan 2D;
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Zona perkantoran terdapat di Blok 2B dan 2D;
Zona pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Blok 2D;

[ S

dan
k. Zona pertanian terletak di 2B, 2C, 2D, dan 2E.

Pasal 37
Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf ¢

berasal dari:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo;

c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango;
dan/atau

d. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pasal 38
Pelaksana pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34

ayat (2) huruf d, terdiri atas:

a. Pemerintah;



b. Pemerintah Provinsi;

(2)

(1)

Pemerintah Daerah; dan

masyarakat.

Pasal 39

Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34

ayat (2) huruf e terdiri atas 4 (empat) tahapan, meliputi:

a.

tahap kesatu, yaitu tahun 2019-2024, diprioritaskan pada
perwujudan fungsi dan pengembangan masing-masing Blok
didukung oleh penyediaan sarana dan prasarana skala regional dan
kota;

tahap kedua, yaitu tahun 2024-29, diprioritaskan pada peningkatan
fungsi dan pengembangan melalui fungsi masing-masing Sub BWP;
tahap ketiga, yaitu tahun 2029-2034, diprioritaskan pada
pengembangan dan pemantapan fungsi Sub BWP didukung
dengan penyediaan sarana dan prasarana skala regional, kota, dan
lingkungan; dan

tahap keempat, yaitu tahun 2034-2039, diprioritaskan pada
pemantapan pola ruang dan peraturan zonasi melalui kegiatan
pengendalian berupa monitoring dan evaluasi serta upaya- upaya

penindakan.

Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud padaayat (1)

sebagai acuan bagi instansi pelaksana dalam menetapkan prioritas

pembangunan pada wilayah perencanaan.

BAB VII
PERATURAN ZONASI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 40

Peraturan Zonasi berfungsi sebagai:

a.
b.
C.
d.

perangkat operasional pengendalian pemanfaatan ruang;

acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;

acuan dalam pemberian perizinan;

acuan dalam pengenaan sanksi; dan

rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan dan

penetapan lokasi investasi.

(2) Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki materi:

a.

ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;

b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;

C.

ketentuan tata bangunan;
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ketentuan prasarana dan sarana minimal;
ketentuan khusus;

ketentuan pelaksanaan;

standar teknis; dan

ketentuan teknik pengaturan zonasi.

Bagian Kedua
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 41

(1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada
Pasal 40 ayat (2) huruf a dikelompokkan sebagai berikut:

a.

klasifikasi 1, yaitu kegiatan dan penggunaan lahan yang
diperbolehkan /diizinkan;

klasifikasi T, yaitu kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat
secara terbatas;

klasifikasi B, yaitu kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat
tertentu; dan

klasifikasi X, yaitu kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak
diperbolehkan.

(2) Kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan/diizinkan

sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah kegiatan

pemanfaatan ruang yang sesuai dengan peraturan zonasi dan wajib

menmiliki izin dari Pemerintah Daerah.

(3) Kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas

sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a.

(4) Kegiatan dan penggunaan lahan yan

T1 yaitu kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas dengan luas
pemanfaatan di lantai dasar tidak boleh melebihi 5-10% dari total
luas lahan perencanaan;

T2 yaitu kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas hanya pada
waktu atau hari tertentu operasionalnya berdasarkan kesepakatan
antara badan usaha atau masyarakat dengan pemerintah daerah

melalui rekomendasi dinas terkait; dan
T3 yaitu kegiatan yang diperbolehkan se

tertentu berdasarkan rekomendasi dinas terkait.
g bersyarat tertentu sebagaimana

cara terbatas pada radius

yang dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ meliputi:

a.

B1 yaitu kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat wajib
melakukan kajian lingkungan sesuai peraturan yang berlaku, dan
wajib memenuhi persyaratan hasil kajian lingkungan hidup yang

telah dilakukan sesuai rekomendasi dinas terkait;



B2 yaitu kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat wajib
melakukan analisis dampak lalulintas sesuai rekomendasi dinas
terkait;

B3 yaitu kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat wajib
mendapatkan persetujuan Bupati setelah mendapat pertimbangan
TKPRD dan/atau TABG;

B4 yaitu kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat wajib memenuhi
persyaratan sesuai peraturan perizinan yang diterbitkan oleh instansi
dan/atau dinas terkait; dan

BS5 yaitu kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat hanya untuk
kegiatan yang telah memenuhi persyaratan TPZ Spot Zoning.

Bagian Ketiga
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
Pasal 42

Ketentuan intensitas pemanfaatan Ruang Danau Perintis pada DAS Bolango-

Bone sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b terdiri dari:

a. perlindungan setempat;
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ruang terbuka hijau;
perumahan;

perdagangan dan jasa;
perkantoran pemerintahan;
sarana pelayanan umum;
industry; dan

peruntukan lain.

Paragraf 1
Perlindungan Setempat
Pasal 43

Ketentuan intensitas pemanfaatan untuk kawasan perlindungan setempat

yang berada di Blok 2B, 2C, 2D, dan 2E. sebagaimana dimaksud dalam Pasal

42 huruf a, terdiri atas:

1. Peraturan zonasi untuk kawasan sempadan sungai;

a.
b.
e
d.

KDB maksimum 10%;

KLB maksimum 0,1;

ketinggian bangunan maksimum 4 meter; dan
KDH minimal 90%.

2. Peraturan zonasi untuk kawasan sempadan danau.
a. KDB Maksimum: 10%;
b. KLB Maksimum: 0,1; dan

C.

KDH Minimum: 90%.



Paragraf 2
Ruang Terbuka Hijau

Pasal 44
Ketentuan intensitas pemanfaatan untuk Ruang Terbuka Hijau yang berada
di Sub BWP B Blok B1, B5 dan B6, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42
huruf b, untuk sub zona taman terdiri dari:
a. KDB maksimum 10%;
b. KLB maksimum 0,1;
c. Ketinggian bangunan maksimum; dan
d. KDH minimal 90%.

Paragraf 3
Perumahan

Pasal 45
Ketentuan intensitas pemanfaatan untuk perumahan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 42 huruf ¢, untuk sub zona perumahan kepadatan

sedang dan perumahan kepadatan rendah:

1. ketentuan intensitas pemanfaatanuntuk sub zona perumahan kepadatan
sedang yang terdapat di Blok 2B, yaitu KDB maksimum 60%, KLB
maksimum 2 lantai, Ketinggian bangunan maksimum 8 meter, dan KDH
minimal 35%.

2. peraturan zonasi untuk sub zona perumahan kepadatan rendah yang
terdapat di Blok 2C, 2B dan 2D, yaitu KDB maksimum 50%, KLB
maksimum 2 lantai, Ketinggian bangunan 8 meter, dan KDH minimal
40%.

Paragraf 4
Perdagangan dan Jasa
Pasal 46

Ketentuan intensitas pemanfaatan untuk perdagangan dan jasa yang

terletak di Blok .sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf d, terdiri dari:

a. kegiatan perdagangan dan jasa skala BWP di Blok 2B yaitu KDB
maksimum 70%, KLB 1, Ketinggian bangunan 5 meter, dan KDH 30%;
dan

b. kegiatan perdagangan dan jasa skala Sub BWP di Blok 2B dan 2D yaitu
KDB maksimum 70%, KLB 1, Ketinggian bangunan 5 meter, dan KDH
30%.

Paragraf 5
Perkantoran
Pasal 47
Ketentuan intensitas pemanfaatan untuk perkantoran pemerintah yang

terdapat di Blok 2B dan 2D, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf e,



yaitu KDB maksimum 70%, KLB 1,8, Ketinggian bangunan 15 meter, dan
KDH 30%.
Paragraf 6
Sarana Pelayanan Umum
Pasal 48

Ketentuan intensitas pemanfaatan untuk zona sarana pelayanan umum

yang terdapat di Blok 2B, 2C, dan 2D, sebagaimana dimaksud dalam Pasal

42 huruf {, terdiri dari:

a. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub zona Sarana Pelayanan
Umum Skala Kota yaitu KDB maksimum 60%, KLB maksimum 1,2 atau
2 lantai, Ketinggian bangunan 10 meter, dan KDH 30%;

b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub zona Sarana Pelayanan
Umum Skala Kecamatan yaitu KDB maksimum 60%, KLB maksimum
1,2 atau 2 lantai, Ketinggian bangunan 10 meter, dan KDH 30%;

c. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub zona Sarana Pelayanan
Umum Skala Desa yaitu KDB maksimum 60%, KLB maksimum 1,8 atau
3 lantai, Ketinggian bangunan 18 meter, dan KDH minimal 30%; dan

d. ketentuanintensitas pemanfaatan ruang sub zona Sarana Pelayanan
Umum Skala RW yaitu KDB maksimum 50%, KLB maksimum 1 atau 2
lantai, Ketinggian bangunan maksimum 12 meter, dan KDH minimal
40%.

Paragraf 7
Industri
Pasal 49

Ketentuan intensitas pemanfaatan untuk sub zona indsutri yang terdapat di

Blok 2C, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf g yaitu KDB

maksimum 70%, KLB maksimum 0,6 atau 1 lantai, Ketinggian bangunan

maksimum 5 meter, dan KDH minimal 30%.

Paragraf 8
Peruntukan Lainnya

Pasal 50
Ketentuan intensitas pemanfaatan untuk zona peruntukan lainnya

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf h, terdiri dari:

1. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub zona pertanian yaitu KDB
maksimum 10%, KLB maksimum 0,1 atau 1 lantai, Ketinggian bangunan
1meter, dan KDH 90%,; dan

2. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sub zona pariwisata yaitu KDB
maksimum 60%, KLB maksimum 1,2 atau 2 lantai, Ketinggian bangunan

maksimum 10 meter dan KDH minimal 40%.



Bagian Keempat
Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 51
Ketentuan tata bangunan Danau Perintis pada DAS Bolango-Bone

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf c terdiri dari:
a. perumahan;

b. perdagangan dan jasa;

c. perkantoran pemerintahan;

d

sarana pelayanan umum;

e. industry; dan
f. peruntukan lain.
Paragraf 1
Perumahan
Pasal 52

Ketentuan tata bangunan untuk perumahan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 51 huruf a, untuk sub zona perumahan kepadatan sedang dan
perumahan kepadatan rendah:
1. Ketentuan tata bangunan untuk sub zona perumahan kepadatan sedang
yang terdapat di Blok 2B, meliputi:
a. Garis Sempadan Bangunan (GSB) minumum adalah (1/2 Rumija)
+1;
b. jarak bebas antar bangunan untuk bangunan dengan tinggi 8 meter
adalah 3 meter jarak samping dan belakang;
c. tidak menggunakan basement;
tampilan bangunan tidak kontras dengan lingkungan sekitarnya; dan
e. kegiatanpemanfaatan terbatas untuk reklame diizinkan dengan
ketentuan merupakan fasilitas promosi, tidak mengganggu fungsi
perumahan, dan tata letak estetika yang baik.
2. Ketentuan tata bangunan untuk sub zona perumahan kepadatan rendah
yang terdapat di Blok 2B, 2C, dan 2D, meliputi:
a. QGaris Sempadan Bangunan (GSB) minumum adalah (1/2 Rumija)
¥+ 13
b. jarak bebas antar bangunan untuk bangunan dengan tinggi 8 meter
adalah 3 meter jarak samping dan belakang;
c. tidak menggunakan basement;
tampilan bangunan tidak kontras dengan lingkungan sekitarnya; dan
e. kegiatanpemanfaatan terbatas untuk reklame diizinkan dengan
ketentuan merupakan fasilitas promosi, tidak mengganggu fungsi

perumahan, dan tata letak estetika yang baik.



Paragraf 2
Perdagangan dan Jasa
Pasal 53

Ketentuan tata bangunan untuk perdagangan dan jasa yang terletak di 2B

dan 2D, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b, terdiri dari:

a.

Garis Sempadan Bangunan (GSB) minumum untuk jalan kolektor adalah
S meter, jalan lokal adalah 3 meter, dan jalan lingkungan adalah
2 meter;

jarak bebas antar bangunan untuk bangunan dengan tinggi 8 meter
adalah 3 meter jarak samping dan belakang bila merupakan bangunan
tunggal;

dapat berupa bangunan deret; dan

tidakmenggunakan basement.

Paragraf 3
Perkantoran
Pasal 54

Ketentuan tata bangunan untuk perkantoran pemerintah sebagaimana yang
terdapat di 2B dan 2D, dimaksud dalam Pasal 51 huruf c, terdiri dari:

a.

Garis Sempadan Bangunan (GSB) minumum untuk jalan kolektor adalah
S5 meter, jalan lokal adalah 3 meter, dan jalan lingkungan adalah 2
meter; dan

tidakmenggunakan basement.

Paragraf 4
Sarana Pelayanan Umum
Pasal 55

Ketentuan tata bangunan untuk zona sarana pelayanan umum yang

terdapat di Blok 2B dan 2D, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf d,

terdiri dari:

1;

ketentuan tata bangunan sub zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota

yaitu:

a. Garis Sempadan Bangunan (GSB) minumum untuk jalan kolektor
adalah (1/2 Rumija +1) atau 5 meter, jalan lokal adalah 3 meter, dan
jalan lingkungan adalah 2 meter;

b. jarak bebas antar bangunan untuk bangunan dengan tinggi 8 meter
adalah 3 meter jarak samping dan belakang bila merupakan
bangunan tunggal; dan

c. Tidak menggunakan basement.

ketentuan tata bangunan sub zona Sarana Pelayanan Umum Skala

Kecamatan yaitu



a. Garis sempadan bangunan (GSB) minumum untuk jalan kolektor
adalah 5 meter, jalan lokal adalah 3 meter, dan jalan lingkungan
adalah 2 meter;

b. jarak bebas antar bangunan untuk bangunan dengan tinggi 8 meter
adalah 3 meter jarak samping dan belakang bila merupakan
bangunan tunggal; dan

c. tidakmenggunakan basement.

3. ketentuan tata bangunan sub zona Sarana Pelayanan Umum Skala Desa
yaitu:

a. Garis Sempadan Bangunan (GSB) minumum untuk jalan kolektor
adalah 5 meter, jalan lokal adalah 3 meter, dan jalan lingkungan
adalah 2 meter;

b. jarak bebas antar bangunan untuk bangunan dengan tinggi 8 meter
adalah 3 meter jarak samping dan belakang bila merupakan
bangunan tunggal; dan

c. tidakmenggunakan basement.

Paragraf 5
Industri

Pasal 56
Ketentuan tata bangunan untuk sub zona indsutri yang terdapat di Blok 2C,

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf e yaitu:

a. Garis Sempadan Bangunan (GSB) minumum untuk jalan kolektor adalah
(1/2 Rumija +1) atau 5 meter, jalan lokal adalah 3 meter, dan jalan
lingkungan adalah 2 meter,

b. jarak bebas antar bangunan untuk bangunan dengan tinggi 8 meter
adalah 3 meter jarak samping dan belakang bila merupakan bangunan
tunggal; dan

c. tidakmenggunakan basement.

Paragraf 6
Peruntukan Lainnya

Pasal 57
Ketentuan tata bangunan untuk zona peruntukan lainnya sebagaimana

dimaksud dalam pasal 51 huruf f, terdiri dari:

1. ketentuan tata bangunan sub zona pertanian yaitu Bangunan hanya
berupa saung dengan struktur panggung dan bahan bangunan
merupakan non permanen; dan

2. ketentuan tata bangunan sub zona pariwisata yaitu:

a. Garis Sempadan Bangunan (GSB) minumum untuk jalan kolektor
adalah (1/2 Rumija +1) atau 5 meter, jalan lokal adalah 3 meter, dan
jalan lingkungan adalah 2 meter;



b. jarak bebas antar bangunan untuk bangunan dengan tinggi 8 meter
adalah 3 meter jarak samping dan belakang bila merupakan
bangunan tunggal; dan

c. Tidak menggunakan basement.

Bagian Kelima
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 58
Ketentuan prasarana dan sarana minimal Danau Perintis pada DAS

Bolango-Bone sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf d,
terdiri dari perumahan, perdagangan dan jasa, perkantoran pemerintahan,

sarana pelayanan umum, industry, dan peruntukan lainnya.

Bagian Keenam
Ketentuan Khusus

Pasal 59
Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (2) huruf e

terdiri atas:

a. kawasan sempadan sungai,
b. kawasan sempadan danau; dan
c. sub zona pertanian.

Paragraf 1
Kawasan Sempadan Sungai

Pasal 60
Ketentuan khusus Kawasan sempadan sungai yang berada di blok 2b, 2c,

dan 2d, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a terdiri atas:

a. garis sempadan sungai tidak bertanggul didalam kawasan perkotaan
paling sedikit berjarak 10 (sepuluh) meter dari tepi kiri dan kanan
palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai
kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) meter;

b. garis sempadan sungai tidak bertanggul didalam kawasan perkotaan
paling sedikit berjarak 15 (lima belas) meter dari tepi kiri dan kanan
palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih
dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter;

c. garis sempadan sungai tidak bertanggul didalam kawasan perkotaan
paling sedikit berjarak 30 (tiga puluh) meter dari tepi kiri dan kanan
palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih
dari 20 (dua puluh) meter;

d. garis sempadan sungai tidak bertanggul diluar kawasan perkotaan yang
berupa sungai besar dengan luas daerah aliran sungai lebih besar dari
500 km2 memiliki paling sedikit berjarak 100 (seratus) meter dari tepi

kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai;



garis sempadan sungai tidak bertanggul diluar kawasan perkotaan
berupa sungai kecil dengan luas daerah aliran sungai kurang dari atau
sama dengan 500 km?2 memiliki paling sedikit berjarak 50 (lima puluh)
meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai;
garis sempadan sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan
ditentukan paling sedikit berjarak 3 (tiga) meter dari tepi luar kaki
tanggul sepanjang alur sungai;

garis sempadan sungai bertanggul diluar kawasan perkotaan ditentukan
paling sedikit berjarak 5 (lima) meter dari tepi luar kaki tanggul
sepanjang alur sungai; dan

ketentuan teknis dalam penentuan titik awal dan akhir dari sempadan
sungai disesuaikan dengan peraturan menteri pekerjaan umum dan
perumahan rakyat republik indonesia nomor 28 tahun 2015 tentang

penetapan garis sempadan sungai dan garis sempadan danau.

Paragraf 2
Kawasan Sempadan Danau
Pasal 61

Ketentuan khusus kawasan danau yang berada di blok 2c, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 59 huruf b terdiri atas:

a.

garis sempadan danau ditentukan mengelilingi danau paling sedikit
berjarak 50 (lima puluh) meter dari tepi muka air tertinggi yang pernah
terjadi;

muka air tertinggi yang pernah terjadi menjadi batas badan danau;
badan danau merupakan yang berfungsi sebagai wadah air; dan
ketentuan teknis dalam penentuan titik awal dan akhir dari sempadan
danau disesuaikan dengan peraturan menteri pekerjaan umum dan
perumahan rakyat republik indonesia nomor 28 tahun 2015 tentang

penetapan garis sempadan sungai dan garis sempadan danau.

Paragraf 3
Sub Zona Pertanian
Pasal 62

Ketentuan khusus sub zona pertanian yang terletak di blok 2b, 2¢, 2d, dan

2e, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf c terdiri atas:

a. pengelolaan lahan pertanian pada zona pertanian diarahkan untuk

pengelolaan lahan pertanian yang ramah lingkungan; dan
pada tiap lahan pertanian diarahkan untuk melakukan rekayasa teknis
dalam mengurangi dan/atau menghambat tingkat limpasan air dan

erosi.



Bagian Ketujuh
Ketentuan Pelaksanaan
Pasal 63

Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2)
huruf f terdiri atas:

a. perlindungan setempat;

c

ruang terbuka hijau;
perumahan;

perdagangan dan jasa;
perkantoran pemerintahan;
sarana pelayanan umum;

industry; dan
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peruntukan lain.
Paragraf 1
Perlindungan Setempat

Pasal 64
Ketentuan pelaksanaan untuk kawasan perlindungan setempat yang berada

di 2b, 2c¢, 2d, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a, terdiri atas:
1. Peraturan zonasi untuk kawasan sempadan sungai;

a. pembangunan yang tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini akan
dikenakan sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku;

b. pembangunan yang tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini namun
sudah memiliki ijin yang diperoleh sebelum disahkannya peraturan
zonasi ini dan belum dilaksanakan, maka pembangunannya dapat
terus dilakukan, namun akan dikenakan disinsentif berupa
peningkatan retribusi atau dapat mengajukan perubahan ijin kembali
dengan disinsentif pada pembiayaannya;

c. penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai sebelum peraturan ini
ditetapkan maka diperbolehkan selama memiliki izin yang sah dan
akan dibatasi perkembangannya untuk kegiatan yang diizinkan
terbatas sedangkan untuk kegiatan yang tidak diizinkan akan
dikenakan disinsentif berupa peningkatan pajak dan tidak
diterbitkannya lagi perizinan operasi (bila ada), serta dicabutnya izin
setelah 5 tahun dengan memberikan ganti rugi kepada pihak yang
bersangkutan; dan

d. penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai sebelum peraturan ini
ditetapkan dan tidak memiliki izin yang sah harus segera disesuaikan

dalam waktu paling lama 12 bulan setelah berlakunya Peraturan

Bupati ini.



2. Peraturan zonasi untuk kawasan sempadan danau.

a. pembangunan yang tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini akan

dikenakan sanksi hukum sesuai dengan peraturan yvang berlaku;
penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai sebelum peraturan ini
ditetapkan maka diperbolehkan selama memiliki izin yang sah dan
akan dibatasi perkembangannya (zero growth) untuk kegiatan yang
diizinkan terbatas sedangkan untuk kegiatan yang tidak diizinkan
akan dilakukan pengembalian fungsi sempadan danau: dan
penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai sebelum peraturan ini
ditetapkan dan tidak memiliki izin yang sah harus segera disesuaikan
dalam waktu paling lama 12 bulan setelah berlakunya Peraturan
Bupati ini.

Paragraf 2

Ruang Terbuka Hijau
Pasal 65

Ketentuan pelaksanaan untuk Ruang Terbuka Hijau yang berada di blok 2b,

2¢c, 2d sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b, untuk sub zona

taman terdiri dari:

a.

pembangunan yang tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini akan
dikenakan sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku;
penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai dengan peraturan zonasi
sebelum peraturan ini ditetapkan, maka dilakukan pengembalian fungsi
melalui pembebasan lahan atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
dan

penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai sebelum Peraturan Bupati
ini ditetapkan dan tidak memiliki izin yang sah harus segera disesuaikan

dalam waktu paling lama 12 bulan setelah berlakunya Peraturan Bupati

Paragraf 3
Perumahan
Pasal 66

Ketentuan pelaksanaan untuk perumahan yang terdapat di blok 2b, 2c, 2d

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf ¢, untuk sub zona perumahan

kepadatan sedang dan perumahan kepadatan rendah:

1e

ketentuan pelaksanaan untuk sub zona perumahan kepadatan sedang;

a. pembangunan rumah sesuai dengan peraturan zonasi ini akan

diberikan insentif berupa kemudahan perizinan pembangunan;

pembangunan rumah yang tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini
namun sudah memiliki ijin yang diperoleh sebelum disahkannya
peraturan zonasi ini dan belum  dilaksanakan, maka

pembangunannya dapat terus dilakukan, namun akan dikenakan



disinsentif berupa peningkatan retribusi atau dapat mengajukan
perubahan ijin kembali dengan insentif pada pembiayaannya;

c. penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai sebelum peraturan ini
ditetapkan maka diperbolehkan selama memiliki izin yang sah dan
akan dibatasi perkembangannya untuk kegiatan yang diizinkan
terbatas sedangkan untuk kegiatan yang tidak diizinkan akan
dikenakan disinsentif berupa peningkatan pajak dan tidak
diterbitkannya lagi perizinan operasi (bila ada), serta dicabutnya izin
setelah 5 tahun dengan memberikan ganti rugi kepada pihak vang
bersangkutan; dan

d. penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai sebelum peraturan ini
ditetapkan dan tidak memiliki izin yang sah harus segera disesuaikan
dalam waktu paling lama 12 bulan setelah berlakunya Peraturan
Bupati ini.

2. Ketentuan pelaksanaan untuk sub zona perumahan kepadatan rendah.

a. pembangunan rumah sesuai dengan peraturan zonasi ini akan
diberikan insentif berupa kemudahan perizinan pembangunan;

b. pembangunan rumah yang tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini
namun sudah memiliki ijin yang diperoleh sebelum disahkannya
peraturan  zonasi ini dan belum  dilaksanakan, maka
pembangunannya dapat terus dilakukan, namun akan dikenakan
disinsentif berupa peningkatan retribusi atau dapat mengajukan
perubahan ijin kembali dengan insentif pada pembiayaannya;

c. penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai sebelum peraturan ini
ditetapkan maka diperbolehkan selama memiliki izin yang sah dan
akan dibatasi perkembangannya untuk kegiatan yang diizinkan
terbatas sedangkan untuk kegiatan yang tidak diizinkan akan
dikenakan disinsentif berupa peningkatan pajak dan tidak
diterbitkannya lagi perizinan operasi (bila ada), serta dicabutnya izin
setelah 5 tahun dengan memberikan ganti rugi kepada pihak yang
bersangkutan; dan

d. penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai sebelum peraturan ini
ditetapkan dan tidak memiliki izin yang sah harus segera disesuaikan
dalam waktu paling lama 12 bulan setelah berlakunya Peraturan
Bupati ini.

Paragraf 4
Perdagangan dan Jasa
Pasal 67
Ketentuan pelaksanaan untuk perdagangan dan jasa yang terletak di blok
2b, dan 2d sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf d, terdiri dari:



a. Pembangunan dalam kegiatan perdangan dan jasa sesuai dengan
peraturan zonasi ini akan diberikan insentif berupa kemudahan
perizinan pembangunan;

b. pembangunan yang tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini namun
sudah memiliki ijin yang diperoleh sebelum disahkannya peraturan
zonasi ini dan belum dilaksanakan, maka pembangunannya dapat terus
dilakukan, namun akan dikenakan disinsentif berupa peningkatan
retribusi atau dapat mengajukan perubahan ijin kembali dengan insentif
pada pembiayaannya,;

c. penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai sebelum peraturan ini
ditetapkan maka diperbolehkan selama memiliki izin yang sah dan akan
dibatasi perkembangannya; dan

d. penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai sebelum peraturan ini
ditetapkan dan tidak memiliki izin yang sah harus segera disesuaikan
dalam waktu paling lama 12 bulan setelah berlakunya Peraturan Bupati
ini.

Paragraf 5
Perkantoran
Pasal 68

Ketentuan pelaksanaan untuk perkantoran pemerintah yang terdapat di

blok 2b, dan 2d sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf e, terdiri zona

perkantoran pemerintahan dan swasta:

a. pembangunan dalam kegiatan perkantoran sesuai dengan peraturan
zonasi ini akan diberikan insentif berupa kemudahan perizinan
pembangunan;

b. pembangunan yang tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini namun
sudah memiliki ijin yang diperoleh sebelum disahkannya Peraturan
Zonasi ini dan belum dilaksanakan, maka pembangunannya dapat terus
dilakukan, namun akan dikenakan disinsentif berupa peningkatan
retribusi atau dapat mengajukan perubahan ijin kembali dengan insentif
pada pembiayaannya;

c. penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai sebelum peraturan ini
ditetapkan maka diperbolehkan selama memiliki izin yang sah dan akan
dibatasi perkembangannya; dan

d. penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai sebelum peraturan ini
ditetapkan dan tidak memiliki izin yang sah harus segera disesuaikan
dalam waktu paling lama 12 bulan setelah berlakunya Peraturan Bupati

ini.



Paragraf 6
Sarana Pelayanan Umum
Pasal 69

Ketentuan pelaksanaan untuk zona sarana pelayanan umum skala kota,

kecamatan, desa, yang terdapat di blok 2b, 2¢, dan 2d sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 63 huruf f, terdiri dari:

a.

pembangunan sesuai dengan peraturan zonasi ini akan diberikan
insentif berupa kemudahan perizinan pembangunan;
pembangunan yang tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini namun
sudah memiliki ijin yang diperoleh sebelum disahkannya peraturan
zonasi ini dan belum dilaksanakan, maka pembangunannya dapat terus
dilakukan, namun akan dikenakan disinsentif berupa peningkatan
retribusi atau dapat mengajukan perubahan ijin kembali dengan insentif
pada pembiayaannya;
penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai sebelum peraturan ini
ditetapkan maka diperbolehkan selama memiliki izin yang sah dan akan
dibatasi perkembangannya; dan
penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai sebelum peraturan ini
ditetapkan dan tidak memiliki izin yang sah harus segera disesuaikan
dalam waktu paling lama 12 bulan setelah berlakunya Peraturan Bupati
ini.

Paragraf 7

Industri
Pasal 70

Ketentuan pelaksanaan untuk sub zona indsutri yang terdapat di blok 2c

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf g meliputi:

a.

pembangunan sesuai dengan peraturan zonasi ini akan diberikan
insentif berupa kemudahan perizinan pembangunan;

pembangunan yang tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini namun
sudah memiliki ijin yang diperoleh sebelum disahkannya peraturan
zonasi ini dan belum dilaksanakan, maka pembangunannya dapat terus
dilakukan, namun akan dikenakan disinsentif berupa peningkatan
retribusi atau dapat mengajukan perubahan ijin kembali dengan insentif
pada pembiayaannya,

penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai sebelum peraturan ini
ditetapkan maka diperbolehkan selama memiliki izin yang sah dan akan
dibatasi perkembangannya; dan

penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai sebelum peraturan ini

ditetapkan dan tidak memiliki izin yang sah harus segera disesuaikan



dalam waktu paling lama 12 bulan setelah berlakunya Peraturan Bupati
ini,
Paragraf 8
Peruntukan Lainnya
Pasal 71

Ketentuan pelaksanaan untuk zona peruntukan lainnya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 63 huruf h, terdiri dari:
1. Ketentuan pelaksanaan sub zona pertanian, meliputi:

a. pembangunan sesuai dengan peraturan zonasi ini akan diberikan
insentif berupa kemudahan perizinan pembangunan;

b. pembangunan yang tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini namun
sudah memiliki ijin yang diperoleh sebelum disahkannya peraturan
zonasi ini dan belum dilaksanakan, maka pembangunannya dapat
terus dilakukan, namun akan dikenakan disinsentif berupa
peningkatan retribusi atau dapat mengajukan perubahan ijin kembali
dengan insentif pada pembiayaannya;

C. penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai sebelum peraturan ini
ditetapkan maka diperbolehkan selama memiliki izin yang sah dan
akan dibatasi perkembangannya; dan

d. penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai sebelum peraturan ini
ditetapkan dan tidak memiliki izin yang sah harus segera disesuaikan
dalam waktu paling lama 12 bulan setelah berlakunya Peraturan
Bupati ini.

2. Ketentuan pelaksanaan sub zona pariwisata, meliputi:

a. pembangunan dalam kegiatan perkantoran sesuai dengan peraturan
zonasi ini akan diberikan insentif berupa kemudahan perizinan
pembangunan;

b. pembangunan yang tidak sesuai dengan peraturan zonasi ini namun
sudah memiliki ijin yang diperoleh sebelum disahkannya peraturan
zonasi ini dan belum dilaksanakan, maka pembangunannya dapat
terus dilakukan, namun akan dikenakan disinsentif berupa
peningkatan retribusi atau dapat mengajukan perubahan ijin kembali
dengan insentif pada pembiayaannya;

c. penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai sebelum peraturan ini
ditetapkan maka diperbolehkan selama memiliki izin yang sah dan
akan dibatasi perkembangannya; dan

d. penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai sebelum peraturan ini
ditetapkan dan tidak memiliki izin yang sah harus segera disesuaikan
dalam waktu paling lama 12 bulan setelah berlakunya Peraturan
Bupati ini.



Bagian Kedelapan
Ketentuan Teknik Pengaturan Zonasi
Pasal 72

(1) Teknik Pengaturan Zonasi (TPZ) ditetapkan untuk memberi fleksibilitas

(2)

(3)

(4)

(5)

atau pengaturan yang lebih longgar dalam penerapan PZ pada zona dan

sub zona.

Penerapan TPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. Spot Zoning dengan kode a; dan

b. Pengalihan hak membangun atau TDR (Transfer of Development
Right) dengan kode c.

Paragraf 1
TPZ Spot Zoning
Pasal 73

TPZ Spot Zoning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf a
merupakan zoning-zoning kecil yang berbeda dengan zoning yang telah
ditetapkan, yang terletak pada sub zona sempadan danau dengan tujuan
untuk mengendalikan kawasan lindung sempadan danau dan menata
kembali kawasan peruntukan pariwisata yang berada pada daerah
sempadan danau;
TPZ Spot Zoning merupakan upaya kemitraan dengan masyarakat untuk
menata dan mengendalikan perubahan pemanfaatan ruang di sepanjang
sempadan danau.
TPZ TDR dilakukan dengan memberi kompensasi untuk zona pemberi
berupa kompensasi virtual luas lantai setara KLB maksimal 1.00;
Kriteria kegiatan pemanfaatan ruang yang termasuk dalam TPZ Spot
Zoning sebagaimana yang dimaksud ayat (1) jika memenuhi dua
dan/atau seluruh kriteria sebagai berikut:
a. kegiatan dengan bangunan yang sudah berdiri diatas lahan

bersertifikat dan dibangun sesuai dengan Izin Mendirikan Bangunan;
b. kegiatan dengan bangunan adat dan/atau bangunan warisan

leluhur; dan
c. kegiatan yang terletak pada pada elevasi +906 meter di atas

permukaan laut.
Kegiatan pemanfaatan ruang yang telah lulus dalam persyaratan Spot
Zoning sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi komitmen
untuk membangun prasarana dan sarana sebagai berikut:
a. membuka akses dan membangun jalur pedestrian tepi danau dengan

lebar jalur minimum 2 (dua) meter;
b. memiliki sistem pengelolaan sampah dan tidak membuang sampah

ke Danau Perintis; dan



6)

(7)

(8)

(1)

(2)

(3)

(4)

c. memiliki sistem pengolahan limbah domestik yang memenuhi
standar yang ditentukan oleh instansi yang berwenang.

TPZ Spot Zoning berlaku pada pada zona dan sub zona RTH-5, 3, R-3, R-

s

Pencabutan TPZ Spot Zoning diberlakukan untuk pemanfaatan ruang

yang yang dikemudian hari tidak memenuhi persyaratan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)

Kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

dinyatakan sebagai status quo dan secara bertahap wajib ditertibkan

atau dibongkar untuk mengembalikan fungsi sempadan danau.

Ketentuan TPZ Spot Zoning sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

disajikan dalam Peta TPZ Spot Zoning dan Simulasi Pelaksanaan Spot

Zoning pada yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.

Paragraf 2
TPZ Pengalihan Hak atau TDR
Pasal 74

TPZ Pengalihan hak membangun atau TDR sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 72 ayat (2) huruf b bertujuan untuk menjaga dan

melestarikan alam, hutan eksisting dan pelestarian keanekaragaman
hayati yang berkearifan lokal.

TPZ TDR Penerima Bonus dilakukan dengan memberi kesempatan bagi

investor untuk turut melestarikan hutan adat dengan menambah luas

lantai diatas KLB yang ditetapkan dengan membeli hak pengembangan
dari sub zona pemberi.

TPZ Pengalihan hak membangun atau TDR sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan dari suatu persil/sub zona pemberi kepada persil/sub

zona penerima sebagai berikut:

a. sub zona pemberi yaitu sub zona hutan kota (RTH-1) dan sub zona
taman kota (RTH-3); (zona pemberi seharusnya yang merupakan
milik masyarakat, misalnya pertanian, perkebunan, permukiman
kepadatan rendah, dll); dan

b. sub zona penerima adalah sub zona berkepadatan tinggi yaitu sub
zona perdagangan dan jasa skala BWP (K-2) untuk KLB maksimal
2.0.

TPZ Pengalihan hak membangun atau TDR sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. pengalihan hak membangun virtual dari sub zona pemberi kepada
sub zona penerima berupa selisih luas lantai setara dengan KLB 1.00

(satu koma nol);



pengalihan hak membangun hanya dilakukan 1 (satu) kali; dan

sub zona penerima dapat menerima pengalihan hak lebih dari 1
(satu) kali sampai maksimal KLB 3,0 (tiga koma nol) dan tinggi
bangunan maksimal 8 (delapan) lantai.

BAB VIII
INSENTIF DAN DISINSENTIF
Bagian Kesatu

Umum
Pasal 75

(1) Pemberian insentif dan disinsentif didasarkan pada peta zonasi dan

muatan instrument pengendalian pemanfaatan ruang yvang ditetapkan

dalam Peraturan Bupati ini.

(2) Tujuan pemberian insentif Kawasan Prioritas adalah untuk:

a.

€.

mendorong, memberikan daya tarik dan/atau memberikan imbalan
terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yvang sejalan dengan RTR
meningkatkan kualitas dan kuantitas kawasan resapan untuk
menjamin ketersediaan sumber daya air;

melestarikan penggunaan lahan eksisting yang mendukung
perlindungan fungsi Danau Perintis;

melestarikan kawasan lindung untuk memperbaiki sistem hidrologi
daerah tangkapan air Danau Perintis; dan

meningkatkan daya tarik pariwisata Danau Perintis.

(3) Tujuan pemberian disinsentif Kawasan Prioritas Danau Perintis adalah

untuk:

a.

e.

mencegah, membatasi, dan/atau mengurangi kegiatan pemanfaatan
ruang yang berpotensi mengganggu upaya perwujudan RTR
mencegah pembangunan yang menimbulkan erosi, sedimentasi, dan
meningkatkan resiko bahaya banjir;

membatasi pemanfaatan ruang yang merusak dan mencemari Danau
Perintis;

menahan pertumbuhan pemanfaatan ruang disepanjang koridor
jalan eksisting sekitar Danau Perintis agar tidak terhambat; dan
menahan laju pencemaran dengan memelihara fungsi hutan lindung

dan mencegah timbulnya kerusakan hutan.

Pasal 76

(1) Insentif yang diatur dalam Peraturan Bupatiini terdiri atas insentif fiskal
dan nonfiskal.
(2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a.

pengurangan/keringanan retribusi;



(3)

(5)

(6)

(1)

(1)

b. pembebasan retribusi; dan

c. keringanan pajak.

Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. pemberian kompensasi;

b. subsidi silang;

kemudahan perizinan;

pemberian penghargaan;

sewa ruang;

oo oA o

urun saham;

penyediaan sapras;

=

pemberian TPZ-Spot Zoning; dan
Pemberian TPZ-TDR

Insentif non fiskal dalam bentuk TPZ sebagaimana dimaksud ayat (3)

[,

huruf a terdiri atas:

a. TDR; dan

b. spot zoning;

Insentif non fiskal yang tidak dalam bentuk TPZ sebagaimana dimaksud
ayat (3) huruf b terdiri atas:

a. kemudahan perizinan;

b. urun saham; dan

c. penyediaan prasarana dan sarana.

Ketentuan insentif non fiskal dalam bentuk TPZ sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) ditetapkan dalam peta zonasi dan dimuat dalam ketentuan

Teknik Pengaturan Zonasi.

Pasal 77
Disinsentif yang diatur dalam Peraturan Bupati ini terdiri atas disinsentif
fiskal dan nonfiskal.
Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas pengenaan
pajak bumi dan bangunan yang tinggi.
Disinsentif non fiskal sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
a. kewajiban membayar kompensasi;
b. persyaratan khusus dalam perizinan;
c. pembatasan penyediaan sapras; dan
d

pemberian status tertentu dari pemerintah.

Pasal 78
Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dan
Pasal 76 diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat.
Pemberian insentif dapat dikerjasamakan dengan pemerintah daerah

lainnya.



(3)

(4)

(1)

(4)

Penetapan insentif dan disinsentif diatur lebih lanjut denganKeputusan
Bupati.

Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dan
Pasal 76 ditetapkan Bupati setelah mendapatkan pertimbangan dari
TKPRD, dan diberikan kepada calon yang akan memanfaatkan ruang

sebelum mendapatkan izin kegiatan pemanfaatan ruang.

Paragraf 1
Insentif Keringanan Pajak Bumi dan Bangunan
Pasal 79

Insentif keringanan pajak bumi dan bangunan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 76 ayat (2) huruf ¢ merupakan pengurangan nominal pajak
atas tanah dan/atau bangunan bagi orang atau badan pemilik hak atau
penerima manfaat dari tanah dan/bangunan yang harus dibayarkan.
Insentif keringanan pajak bumi dan bangunan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 76 ayat (2) huruf c ditetapkan untuk:
a. mendorong pemanfaatan ruang bagi kegiatan yang menunjang

pariwisata ramah lingkungan; dan
b. melestarikan bangunan adat dengan menjaga kearifan lokal.
Insentif keringanan pajak bumi dan bangunan berlaku pada:

a. zona hutan wisata (HW);

b. sub zona sempadan danau (DW);

c. sub zona sempadan sungai (SS);

d. sub zona RTH hutan kota (RTH-1);

e. sub zona RTH taman kecamatan (RTH-3);
f. sub zona RTH pemakaman (RTH-7);

g. sub zona wisata (PL-13);

h. sub zona perumahan/rumah adat (R-5).

Insentif keringanan pajak bumi dan bangunan diberikan pada kegiatan

dengan syarat:

a. kegiatan pemanfaatan ruang yang mendorong terwujudnya
perlindungan resapan air dan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan, pelestarian fungsi sungai dan tepian danau,
pelestarian sawah /kebun dan rumah adat;

b. kegiatan pemanfaatan ruang yang meningkatkan daya tarik wisata
kawasan;

c. kegiatan yang dapat memperbaiki wajah kawasan dan meningkatkan

kualitas kawasan.



(5) Jenis kegiatan yang berhak mendapatkan insentif keringanan Pajak

(1)

(2)

3)

Bumi dan Bangunan tercantum dalam lampiran IX yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Insentif Kemudahan Perizinan

Pasal 80
Insentif kemudahan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76
ayat (5) huruf a merupakan insentif yang diberikan untuk kegiatan
pemanfaatan ruang prioritas yang mendukung upaya perwujudan RTR
pada wilayah-wilayah yang masih belum optimal pemanfaatan ruang
sesuai dengan yang direncanakan.
Insentif kemudahan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76
ayat (5) huruf a ditetapkan untuk mendorong terwujudnya zona
pariwisata.
Bentuk pemberian insentif kemudahan perizinan meliputi:
a. pengurangan persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
b. pengurangan retribusi.

Paragraf 3

Insentif Urun Saham

Pasal 81
Insentif urun saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (5)
huruf b merupakan pembelian saham oleh Pemerintah Daerah dari
Badan Usaha yang mengalami keterbatasan sumber daya untuk
pengembangan  kegiatan pemanfaatan ruang vyang didorong
pengembangannya.
Insentif urun saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (5)
huruf b ditetapkan untuk ditetapkan untuk mendorong percepatan
perwujudan zona wisata
Insentif urun saham diberikan pada kegiatan dengan syarat:
a. kegiatan pemanfaatan ruang yang mendorong terwujudnya

pelestarian wisata; dan

b. kegiatan yang dilakukan oleh badan usaha yang telah memenuhi

syarat sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Insentif Penyediaan Prasarana dan Sarana
Pasal 82
Insentif penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 76 ayat (5) huruf ¢ merupakan bantuan pembangunan prasarana

dan sarana untuk mendorong pengembangan kawasan.



(2) Insentif penyediaan prasarana dan sarana dapat berupa:

(3)

(4)

(5)

(6)

a. percepatan pembangunan untuk prasarana dan sarana yang sudah
tertuang dalam rencana tata ruang; dan

b. pembangunan prasarana dan sarana baru untuk yang belum
tertuang dalam rencana tata ruang.

Insentif penyediaan prasarana dan sarana ditetapkan dengan tujuan

untuk:

a. mendorong perwujudan sub zona wisata masyarakat yang ramah
lingkungan;

b. mendorong percepatan kegiatan prioritas; dan
memfasilitasi kebutuhan prasarana dan sarana pada kawasan yang
membutuhkan.

Insentif penyediaan prasarana dan sarana berlaku pada:

a. sub zona skala kota;

b. sub zona skala Kecamatan;

c. sub zona skala RW; dan

d. sub zona skala RT.

Insentif penyediaan prasarana dan sarana diberikan pada kegiatan

dengan syarat:

a. kegiatan pemanfaatan ruang yang mendorong terwujudnya ekowisata
berbasis masyarakat;

b. kegiatan pemanfaatan ruang yang mendorong pengembangan
kegiatan transportasi dan pedestrian, pendidikan, peribadatan,
kesehatan, olahraga, sosial budaya dan rekreasi, serta pengendalian
pemanfaatan ruang komersial;, dan

c. kegiatan pemanfaatan ruang yang memiliki keterbatasan prasarana
dan sarana pendukung.

Bentuk insentif penyediaan prasarana dan sarana dapat berupa:

a. jaringan jalan;

b. jaringan air bersih;

c. jaringan listrik;

d. saluran drainase;

e. jaringan telekomunikasi;
f. jaringan gas;

g. fasilitas umum;

h. fasilitas sosial; dan

jaringan lainnya yang bersifat dasar dan mendorong perkembangan

ot o

wilayah yang belum optimal pemanfaatan ruangnya.



(1)

(2)

Paragraf 5
Insentif Pemberian Penghargaan
Pasal 83

Insentif pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76
ayat (3) huruf d merupakan pengakuan Pemerintah Daerah terhadap
masyarakat yang telah melakukan pencapaian tertentu untuk
mendorong pelestarian pemanfaatan ruang di Kawasan Prioritas Danau
Perintis.
Insentif pemberian penghargaan ditetapkan dengan tujuan untuk
mendorong masyarakat agar melakukan kegiatan pelestarian
pemanfaatan ruang di Kawasan Prioritas Danau Perintis
Insentif pemberian penghargaan diberikan pada kegiatan dengan syarat:
a. kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung pelestarian

lingkungan dengan cakupan wilayah yang luas; dan
b. kegiatan pemanfaatan ruang yang memberikan inovasi yang

menunjang pariwisata ramah lingkungan.
Bentuk insentif pemberian penghargaan dapat berupa:
a. penghargaan dalam bentuk piagam atau sejenisnya; dan

b. penghargaan dalam bentuk uang atau barang.

(5) Jenis kegiatan yang berhak mendapatkan insentif pemberian

penghargaan tercantum dalam lampiran X yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Ketentuan Pelaksanaan Disinsentif
Paragraf 1
Disinsentif Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan yang Tinggi

Pasal 84
Disinsentif pengenaan pajak bumi dan bangunan yang tinggi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) merupakan pengenaan

nilai pajak bumi dan bangunan lebih tinggi yang harus dibayarkan

untuk kegiatan yang perlu diperlambat dan dikurangi pemanfaatan

ruangnya.

Disinsentif pengenaan pajak bumi dan bangunan yang tinggi ditetapkan

dengan tujuan untuk:

a. mengurangi kegiatan yang perlu diperlambat pertumbuhannya; dan

b. mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang.

Disinsentif pengenaan pajak bumi dan bangunan yang tinggi diberikan

pada kegiatan dengan syarat:

a. kegiatan pemanfaatan ruang berupa wisata pelataran pandang yang
tidak dibuka untuk publik; dan



(4)

(S)

(1)

(2)

(3)

(4)

(6)

b. kegiatan pemanfaatan ruang berupa wisata masyarakat yang tidak
menyediakan akses bagi pejalan kaki.

Disinsentif pengenaan pajak bumi dan bangunan yang tinggi diberikan

kepada pengelola kegiatan.

Jenis kegiatan yang berhak mendapatkan disinsentif pengenaan pajak

tercantum dalam lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Disinsentif Kewajiban Membayar Kompensasi

Pasal 85
Disinsentif kewajiban membayar kompensasi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 77 ayat (3) huruf a merupakan kewajiban pelaku kegiatan

untuk membayar ganti kerugian terhadap pihak-pihak yang dirugikan

akibat dampak negatif pemanfaatan ruang.

Disinsentif membayar kompensasi ditetapkan dengan tujuan untuk:

a. mengantisipasi kerusakan dan/atau degradasi lingkungan serta
dampak negatif lainnya dari pemanfaatan ruang di Kawasan Prioritas
Danau Perintis; dan

b. mengganti kerugian yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang di
Kawasan Prioritas Danau Perintis

Disinsentif membayar kompensasi berlaku pada berlaku pada seluruh

zona dan sub zona.

Disinsentif membayar kompensasi diberikan pada kegiatan dengan

syarat:

a. kegiatan pemanfaatan ruang yang menimbulkan kerusakan pada
lingkungan di Kawasan Prioritas Danau Perintis; dan

b. kegiatan pemanfaatan ruang yang menghambat akses pedestrian;

Bentuk disinsentif membayar kompensasi dapat berupa:

a. uang;

b. bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang; dan/atau

c. bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak.

Jenis kegiatan yang berhak mendapatkan disinsentif membayar

kompensasi tercantum dalam lampiran XII yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Ketentuan Pencabutan Insentif dan Disinsentif

Pasal 86
Ketentuan tentang insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 78 dapat dicabut.



(2) Ketentuan insentif dicabut apabila:
a. insentif dianggap tidak efektif dalam meningkatkan kualitas sumber
daya air;
b. pelaku kegiatan terbukti dikemudian hari tidak memenuhi
persyaratan sebagai penerima insentif; dan
c. ketidakmampuan daerah dalam memberikan insentif.
(3) Ketentuan pencabutan insentif didasarkan pada hasil evaluasi yang
dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat
Tata Cara Penyusunan Insentif dan Disinsentif
Pasal 87
(1) Penyusunan besaran insentif dan disinsentif dilakukan oleh OPD
Pemerintah Kabupaten.
(2) Besaran insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sekurang-kurangnya mempertimbangkan:
a. ketersediaan sumber daya;
b. kapasitas kelembagaan;
c. kebutuhan penerima;
d. keberdayaan dan keberhasilgunaan; dan
e. kemitraan.
(3) Hasil perumusan besaran insentif dan disinsentif dibahas dalam rapat
TKPRD.
(4) Besaran insentif dan disinsentif ditetapkan dalam Peraturan Kepala

Daerah.
Bagian Kelima
Tata Cara Pelaksanaan Insentif dan Disinsentif
Pasal 88

Tata cara pelaksanaan insentif dan disinsentif terdiri atas:
a. pelaksanaan pemberian insentif dan disinsentif; dan

b. penetapan insentif dan disinsentif.

Pasal 89
(1) Pelaksanaan pemberian insentif dan disinsentif meliputi:
a. pengusulan pemberian insentif dan disinsentif;
b. pembahasan usulan pemberian insentif dan disinsentif; dan
c. pengajuan rekomendasi pemberian insentif dan disinsentif.
(2) Pengusulan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a diajukan oleh OPD Pemerintah Kabupaten atau
masyarakat kepada TKPRD.



(3) Pembahasan usulan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana

(6)

dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Tim BKPRD melalui rapat
pleno pengkajian pemberian insentif dan disinsentif berdasarkan kriteria
yang telah ditetapkan.
Rapat pleno sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dihadiri unsur
TKPRD Kabupaten dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten
Bone Bolango
Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menghasilkan
rekomendasi TKPRD pemberian insentif dan disinsentif.
Pengajuan rekomendasi pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ disampaikan kepada Bupati berdasarkan
rekomendasi TKPRD.

Pasal 90

Pengajuan Rekomendasi Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan

Bupati.

(1)

(2)

(3)

(S)

BAB IX
PERIZINAN
Bagian Kesatu
Jenis Izin
Pasal 91
Perizinan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini didasarkan pada RTA
dan Peraturan Zonasi yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
Izin pemanfaatan ruang, antara lain:

a. izin lokasi;
b. izin lingkungan;
c. lzin Mendirikan Bangunan (IMB); dan

d. izin penggunaan pemanfaatan tanah.

yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memperoleh tanah yang
diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatannya dan berlaku pula sebagai
izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut untuk
keperluan usaha dan/atau kegiatannya.

Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b
merupakan Izin yang diberikan kepada pelaku usaha yang melakukan
usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam
rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai
prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan; dan

Izin mendirikan bangunan (IMB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf ¢ merupakan perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah



(7)

(5)

Kabupaten kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru,
mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan
gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis
yang berlaku.
Izin Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah sebagaimana dimaksud pada
Ayat (1) huruf d merupakan Izin yang menjadi dasar untuk permohonan
mendirikan bangunan
Tabel kebutuhan izin untuk setiap jenis kegiatan disajikan dalam
lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.
Bagian Kedua
Tata Cara Pemeriksaan Permochonan Perizinan
Pasal 92
Tata cara pemeriksaan permohonan perizinan merupakan tahapan yang
harus ditempuh untuk mencocokan kembali kesesuaian lokasi dan
penggunaan lahan yang dimohonkan dengan RTA dan Instrumen
Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
Izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) huruf a
diberikan berdasarkan hasil pertampalan peta atau sketsa lokasi
permohonan izin lokasi dengan peta RTA dan muatan PZ.
Apabila lokasi dan penggunaan lahan yang dimohonkan sesuai dengan
lokasi dan penggunaan lahan pada peta RTA dan muatan PZ maka izin
lokasi dapat diterbitkan.
Apabila lokasi dan penggunaan lahan yang dimohonkan tidak sesuai
dengan peta RTA namun sesuai dengan muatan PZ maka izin lokasi
diterbitkan secara bersyarat secara terbatas atau bersyarat tertentu.
Apabila lokasi dan penggunaan lahan yang dimohonkan tidak sesuai
dengan lokasi dan peruntukkan kegiatan dalam peta RTA dan muatan
PZ, maka izin lokasi tidak dapat diterbitkan.

Pasal 93

Izin mendirikan bangunan (IMB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91
ayat (2) huruf c diberikan berdasarkan kesesuaian lokasi dan
penggunaan lahan serta ketentuan persyaratan pemanfaatan ruang
dalam RTA dan PZ.

Rekomendasi atas kesesuaian lokasi dan penggunaan lahan yang
dimohonkan dengan RTA dan PZ diberikan berdasarkan hasil
pertampalan peta atau sketsa lokasi permohonan IMB dengan peta RTA

dan muatan PZ.



(3)

(6)

(7)

(8)

(10)

Kesuaian ketentuan persyaratan pemanfaatan ruang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan:

a. kegiatan dan penggunaan lahan;

o

intensitas pemanfaatan ruang;

c. tata bangunan;

d. prasarana dan sarana minimal;

e. khusus;

f. standar teknis; dan

g. pelaksanaan.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirinci dalam
Keterangan Rencana Kabupaten (KRK).

KRK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat tentang:

fungsi bangunan yang akan dibangun pada lokasi;

a
b. ketinggian maksimum;

¢. jumlah lantai dibawah tanah;

d. garis sempadan dan jarak bebas bangunan;
KDB maksimum,;

KLB maksimum;

DH minimum;

KTB maksimum;

jaringan utilitas;

5@ om0

[y

ketentuan khusus; dan

L -y

k. keterangan lainnya yang terkait (ditambahkan seluruh syarat, kata
keterangan lainnya dihilangkan).

KRK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai dasar

penyusunan rencana teknis bangunan gedung untuk menerbitkan IMB.

Pemohon wajib memenuhi KRK dalam bentuk rencana tapak yang

dilampirkan dalam pengajuan IMB.

Rencana tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan

gambaran/peta rencana peletakan bangunan/kavling dengan segala

unsur penunjangnya dalam skala batas-batas luas lahan tertentu telah

sesuai dengan KRK yang berlaku atas lahan yang diajukan.

Pemohon mengajukan pengesahan rencana tapak untuk mendapatkan

persetujuan dari Tim Pertimbangan Teknis Terkait yang ditunjuk oleh

Bupati sebagai prasyarat pengajuan IMB;

Jika siteplan belum mendapat pengesahan sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) huruf f, maka pemohon izin wajib melakukan perbaikan rencana

tapak sampai ketentuan yang dipersyaratkan dapat dipenuhi;



(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(6)

Bagian Ketiga
Tata Cara Penggunaan RTA dan Muatan Instrumen
Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam Penerbitan Izin
Pasal 94

Tata cara penerbitan izin usaha dan izin lokasi dengan komitmen
mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Lembaga OSS dalam mengeluarkan izin lokasi tanpa komitmen harus
mengacu pada kesesuaian lokasi dan penggunaan lahan dengan RTA
dan Instrumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
Kesesuaian lokasi dan penggunaan lahan dengan RTA dan PZ mengacu
pada tata cara pemeriksaan permohonan perizinan pada Pasal 91, Pasal
92 dan Pasal 93.

Pasal 95
Tata cara penerbitan izin lingkungan mengacu pada peraturan

perundang undangan yang berlaku.

Persyaratan penerbitan izin lingkungan harus memperhatikan

kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rencana

detail tata ruang dan instrument pengendalian pemanfaatan ruang.

Kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rencana

detail tata ruang dan instrument pengendalian pemanfaatan ruang

sebagai salah satu syarat administrasi sudah terpenuhi.

Syarat administrasi untuk kegiatan wajib Amdal sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) meliputi:

a. kesesuaian lokasi rencana usaha dan /atau kegiatan dengan rencana
tata ruang;

b. keabsahan tanda bukti registrasi lembaga penyedia jasa penyusunan
(LPJP) Amdal, apabila penyusunan Andal dan RKL-RPL dilakukan
oleh LPJP Amdal;

c. keabsahan tanda bukti sertifikasi kompetensi penyusunan Amdal,;
dan

d. kesesuaianmuatan Andal dan RKL-RPL dengan muatan yang
tercantum di dalam pedoman penyusunan Andal dan RKL-RPL.

Syarat administrasi untuk kegiatan wajib UKL-UPL sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) meliputi:

a. kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rencana
tata ruang; dan

b. kesesuian isian formulir UKL-UPL dengan pedoman pengisian
formulir UKL-UPL

Tata cara penerbitan IMB mengacu pada peraturan perundang-

undangan yang berlaku.



(7)
(8)
(9)

(10)

(11)

(12)

(1)

(2)

(4)

Ketentuan persyaratan pemanfaatan ruang dirinci dalam KRK.

KRK menjadi dasar dalam menyusun rencana teknis bangunan gedung
Pemohon wajib memenuhi KRK dalam bentuk recana tapak yang
dilampirkan dalam pengajuan IMB.

Rencana tapak sebagaimana dimaksud pada ayat merupakan
gambaran/peta rencana peletakan bangunan/kavling dengan segala
unsur penunjangnya dalam skala batas-batas luas lahan tertentu telah
sesuai dengan KRK yang berlaku atas lahan yang diajukan.

Pemohon mengajukan pengesahan rencana tapak untuk mendapatkan
persetujuan dari Tim Pertimbangan Teknis Terkait yang ditunjuk oleh
Bupati sebagai prasyarat pengajuan IMB.

Jika siteplan belum mendapat pengesahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf f, maka pemohon izin wajib melakukan perbaikan rencana

tapak sampai ketentuan yang dipersyaratkan dapat dipenuhi.

BAB X
SANKSI
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 96
Pengenaan sanksi merupakan tindakan penertiban yang dilakukan

terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata

ruang dan peraturan zonasi.

Indikasi ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang

dan peraturan zonasi dapat diketahui melalui:

a. laporan masyarakat; atau

b. temuan oleh petugas.

Laporan masyarakat atau temuan oleh petugas ditindaklanjuti dengan

evaluasi terhadap dugaan pelanggaran di bidang penataan ruang.

Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam rangka:

a. menganalisis penyebab terjadinya dugaan pelanggaran di bidang
penataan ruang yang timbul;

b. memperkirakan besaran dampak atau kerugian akibat dugaan
pelanggaran di bidang penataan ruang yang timbul; dan

c. menganalisis merumuskan tindakan dan langkah tindak lanjut yang
diperlukan dalam pengenaan/penerapan sanksi apabila pelanggaran
di bidang penataan ruang dugaan pelanggaran di bidang penataan
ruang memenuhi unsur pelanggaran di bidang penataan ruang.

Evaluasi yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

menghasilkan Berita Acara hasil evaluasi untuk dilampirkan dalam surat

peringatan.



(6) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa

sanksi administrative.

(7) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

(8) Pelanggaran penataan ruang yang dapat dikenai sanksi adminstratif,

meliputi:

a.

b.

pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTA dan Peraturan
Zonasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini;

pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang
yang diatur dalam ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 91 ayat (2);

pemanfatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin
sebagaimana diatur dalam ketentuan PZ; dan

menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh

peraturan perundang-undangan sebagai milik umum.

Bagian Kedua
Sanksi Administratif
Pasal 97

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96

ayat (6) berupa:

a. peringatan tertulis;

b.
6.

d.

b

5

(1)

penghentian sementara kegiatan;

penghentian sementara pelayanan umum;

penutupan lokasi;

pencabutan izin;

pembatalan izin;

pembongkaran bangunan; dan

pemulihan fungsi ruang.

Pasal 98

Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a

dilakukan melalui penerbitan surat peringatan tertulis dari pejabat yang

berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang.

(2) Surat peringatan tertulis memuat:

a.

peringatan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang
beserta bentuk pelanggarannya;

peringatan untuk segera melakukan tindakan-tindakan yang
diperlukan dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang dengan
rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang;

dan



C.

batas waktu maksimum yang diberikan melakukan penyesuaian

pemanfaatan ruang.

(3) Surat peringatan tertulis diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan

(4)

(1)

jangka waktu penerbitan masing-masing paling lama 7 (tujuh) hari

kalender/7 (tujuh) hari kerja.

Pengenaan sanksi peringatan tertulis dilaksanakan dengan ketentuan

sebagai berikut:

a.

pelanggar mengabaikan peringatan pertama, pejabat yang berwenang
melakukan penertiban kedua yang memuat penegasan terhadap hal-
hal sebagaimana dimuat dalam surat peringatan pertama;
pelanggar mengabaikan peringatan kedua, pejabat yang berwenang
melakukan penertiban ketiga yang memuat penegasan terhadap hal-
hal sebagaimana dimuat dalam surat peringatan pertama dan kedua;
pelanggar mengabaikan peringatan pertama, peringatan kedua, dan
peringatan ketiga, pejabat yang berwenang melakukan penerbitan
surat keputusan pengenaan sanksi yang dapat berupa penghentian
sementara kegiatan, penghentian sementara pelayanan umum,
penutupan lokasi, pencabutan izin, pembatalan izin, pembongkaran
bangunan, pemulihan fungsi ruang, dan/atau denda administratif,
surat peringatan tertulis ketiga dapat disertai dengan pemasangan
papan/stiker/spanduk peringatan;dan
pemasangan  papan/stiker/spanduk  peringatan sebagaimana
dimaksud pada huruf d dilakukan sampai dengan orang yang
melakukan pelanggaran memenuhi kewajibannya untuk
menyesuaikan kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata
ruang dan ketentuan teknis yang dipersyaratkan dalam pemanfaatan
ruang.

Pasal 99

Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97

huruf b dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

a.

pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran
pemanfaatan ruang menerbitkan Surat Peringatan Tertulis.

dalam hal Surat Peringatan Tertulis sebagaimana dimaksud pada
huruf a diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan Surat
Keputusan Penghentian Sementara Kegiatan pemanfaatan ruang
dan/atau surat penyegelan.

dalam hal pelanggar mengabaikan perintah penghentian kegiatan
sementara, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan
menerbitkan Surat Keputusan Penghentian Sementara Secara Paksa

terhadap kegiatan pemanfaatan ruang;



d. berdasarkan Surat Keputusan Penghentian Sementara Secara Paksa,

pejabat yang berwenang memberitahukan kepada pelanggar bahwa
akan segera dilakukan tindakan penertiban oleh aparat penertiban;
berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang
berwenang melakukan penghentian kegiatan pemanfaatan ruang
secara paksa; dan

setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, pejabat yang
berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang
yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan
terpenuhinya kewajiban pelanggar untuk menyesuaikan pemanfaatan
ruangnya dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis

pemanfaatan ruang.

(2) Surat Keputusan penghentian sementara kegiatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat:

a.

b.

pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang
beserta bentuk pelanggarannya;

peringatan kepada pelanggar untuk menghentikan kegiatan
sementara sampai dengan pelanggar memenuhi kewajiban untuk
mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka
penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang
dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang;

batas waktu maksimum yang diberikan kepada pelanggar dengan
kesadaran sendiri melakukan penghentian sementara kegiatan dan
melakukan penyesuaian pemanfaatan ruang; dan

konsekuensi akan dilakukannya penghentian kegiatan sementara

secara paksa apabila pelanggar mengabaikan surat keputusan.

Pasal 100

(1) Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 97 huruf c dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

a.

pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran
pemanfaatan ruang dengan menerbitan surat peringatan tertulis
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1);

dalam hal Surat Peringatan Tertulis sebagaimana dimaksud pada
huruf a diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan Surat
Keputusan Penghentian Sementara Pelayanan Umum;

berdasarkan Surat Keputusan Penghentian Sementara Pelayanan
Umum, pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada

penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan sementara



pelayanan kepada orang yang melakukan pelanggaran, disertai
penjelasan secukupnya; dan

penyedia jasa pelayanan umum menghentikan pelayanan kepada
pelanggar; dan

setelah pelayanan umum dihentikan kepada orang yang melakukan
pelanggaran, perangkat daerah bidang penataan ruang melakukan
pengawasan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum
kepada orang yang melakukan pelanggaran tersebut sampai dengan

terpenuhinya kewajiban.

(2) Surat Keputusan penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) memuat:

a.

pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang
beserta bentuk pelanggarannya;

rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputus;

peringatan kepada pelanggar untuk mengambil tindakan- tindakan
yang diperlukan dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang
dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan
ruang;

batas waktu maksimum yang diberikan kepada pelanggar dengan
kesadaran sendiri melakukan penyesuaian pemanfaatan ruang; dan
konsekuensi akan dilakukannya penghentian sementara pelayanan

umum apabila pelanggar mengabaikan surat keputusan.

Pasal 101

Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf d

dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

a.

pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran
pemanfaatan ruang dengan menerbitkan surat peringatan
tertulis;dalam hal surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud
pada huruf a diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan Surat
Keputusan Penutupan Lokasi;

berdasarkan Surat Keputusan Penutupan Lokasi, pejabat yang
berwenang memberitahukan kepada pelanggar mengenai penutupan
lokasi yang akan segera dilaksanakan;

pejabat yang berwenang melakukan penertiban melakukan
penutupan lokasi secara paksa; dan

setelah penutupan lokasi dilakukan, pejabat yang berwenang
melakukan pengawasan untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak

dibuka kembali sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya



untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata

ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang.

(2) Surat Pemberitahuan Penutupan Lokasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b memuat:

a.

pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang
beserta bentuk pelanggarannya yang dirisalahkan dari berita acara
evaluasi;

peringatan kepada pelanggar untuk mengambil tindakan- tindakan
yang diperlukan dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang
dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan
ruang;

batas waktu maksimum yang diberikan kepada pelanggar untuk
dengan kesadaran sendiri melakukan penyesuaian pemanfaatan
ruang; dan

konsekuensi akan dilakukannya penutupan lokasi secara paksa

apabila pelanggar mengabaikan surat peringatan.

Pasal 102

Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf e

dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

a.

pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran
pemanfaatan ruang menerbitkan Surat Peringatan Tertulis;

dalam hal Surat Peringatan Tertulis sebagaimana dimaksud pada
huruf a diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan Surat
Keputusan Pencabutan Izin;

pejabat yang berwenang memberitahukan kepada orang yang
melakukan pelanggaran mengenai status izin yang telah dicabut
sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang
yang telah dicabut izinnya;

pejabat yang berwenang mengajukan permohonan pencabutan izin
kepada pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan
pencabutan izin;

penerbitan keputusan pencabutan izin oleh pejabat yang memiliki
kewenangan untuk melakukan pencabutan izin;

pemberitahuan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang
telah dicabut sekaligus perintah untuk secara permanen
menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dicabut
izinnya; dan

dalam hal pelanggar mengabaikan perintah untuk menghentikan

kegiatan pemanfaatan ruang maka pejabat yang berwenang



melakukan tindakan penertiban sesuai dengan ketetentuan
peraturan perundang-undangan. h. dalam melakukan tindakan
penertiban sebagaimana dimaksud pada huruf g perangkat daerah

bidang penataan ruang dapat meminta bantuan Satpol PP.

(2) Surat Keputusan Pencabutan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b memuat:

a. pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang
beserta bentuk pelanggarannya yang dirisalahkan dari berita acara
evaluasi;

b. peringatan kepada pelanggar untuk dengan kesadarannya sendiri
mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka
penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang
dan/atau ketentuan teknis pemanfaatanruang;

c. batas waktu maksimum yang diberikan kepada pelanggar untuk
dengan kesadaran sendiri melakukan penyesuaian pemanfaatan
ruang; dan

d. konsekuensi akan dilakukannya pencabutan izin apabila pelanggar

mengabaikan suratperingatan.

Pasal 103

Pembatalan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf f

dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

a. pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran
pemanfaatan ruang menerbitkan surat peringatan tertulis:

b. dalam hal Surat Peringatan Tertulis sebagaimana dimaksud pada
huruf a diabaikan, kepala perangkat daerah yang membidangi
penataan ruang memberikan rekomendasi kepada bupati untuk
menerbitkan Surat Keputusan Pembatalan Izin;

c. pemberitahuan kepada pihak yang memanfaatkan ruang perihal
rencana pembatalan izin, agar yang bersangkutan dapat mengambil
langkah-langkah diperlukan untuk mengantisipasi hal-hal yang
diakibatkan oleh pembatalan izin;

d. penerbitan Surat Keputusan Pembatalan Izin oleh pejabat yang
berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
dan

e. Berdasarkan Surat Keputusan Pembatalan izin, pejabat vang
berwenang memberitahukan kepada orang yang melakukan
pelanggaran mengenai status izin yang telah dibatalkan sekaligus
perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang yang
telah dibatalkan izinnya.



(2) Surat Keputusan Pembatalan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

(1)

(2)

huruf d memuat:

a.
b.

dasar pengenaan sanksi;

hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan pemanfaat ruang
hingga pembatalan izin dinyatakan secara resmi oleh pejabat yang
berwenang melakukan pembatalan izin; dan

hak pemegang izin untuk mengajukan penggantian yang layak atas
pembatalan izin, sejauh dapat membuktikan bahwa izin yang
dibatalkan telah diperoleh dengan itikad baik.

Pasal 104

Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97huruf g

dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

a.

pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran
pemanfaatan ruang menerbitkan Surat Peringatan Tertulis
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) huruf a;

dalam hal Surat Peringatan Tertulis sebagaimana dimaksud pada
huruf a diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan Surat
Keputusan Pembongkaran Bangunan;

berdasarkan Surat  Keputusan Pembongkaran Bangunan
sebagaimana dimaksud pada huruf;

pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

dalam melakukan tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada

huruf ¢, pejabat yang berwenang dapat meminta bantuan Satpol PP.

Surat Keputusan Pembongkaran Bangunan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf ¢ memuat:

a.

pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang
beserta bentuk pelanggarannya yang dirisalahkan dari berita acara
evaluasi;

peringatan kepada pelanggar untuk mengambil tindakan- tindakan
yang diperlukan dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang
dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan
ruang;

batas waktu maksimum yang diberikan kepada pelanggar untuk
dengan kesadaran sendiri melakukan penyesuaian pemanfaatan
ruang; dan

konsekuensi akan dilakukannya pembongkaran bangunan secara

paksa apabila pelanggar mengabaikan surat peringatan.



Pasal 105

(1) Pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf h

dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

a.

pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran
pemanfaatan ruang menerbitkan Surat Peringatan Tertulis
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) huruf a;

dalam hal Surat Peringatan Tertulis sebagaimana dimaksud pada
huruf a diabaikan, kepala perangkat daerah bidang penataan ruang
menerbitkan Surat Keputusan Pemulihan Fungsi Ruang;
berdasarkan Surat Keputusan Pemulihan Fungsi Ruang sebagaimana
dimaksud pada huruf b, pejabat yang berwenang memberitahukan
kepada orang yang melakukan pelanggaran mengenai ketentuan
pemulihan fungsi ruang dan cara pemulihan fungsi ruang yang harus
dilakukan dalam jangka waktu tertentu;

dalam hal pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang
disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan tindakan
pemulihan fungsi ruang secara paksa;

Pejabat yang berwenang melakukan pengawasan pelaksanaan
kegiatan pemulihan fungsi ruang; dan

dalam hal orang yang melakukan pelanggaran dinilai tidak mampu
membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang, pemerintah daerah
dapat mengajukan penetapan pengadilan agar pemulihan fungsi
ruang dilakukan oleh pemerintah daerah atas beban orang yang

melakukan pelanggaran tersebut di kemudian hari.

Surat Keputusan Pemulihan Fungsi Ruang sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf d memuat:

a.

pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang
beserta bentuk pelanggarannya yang dirisalahkan dari berita acara
evaluasi;

peringatan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri
pemulihan fungsi ruang agar sesuai dengan ketentuan pemulihan
fungsi ruang yang telah ditetapkan;

batas waktu maksimum yang diberikan kepada pelanggar untuk
dengan kesadaran sendiri melakukan pemulihan fungsi ruang; dan
konsekuensi yang diterima pelanggar apabila mengabaikan surat

peringatan.



BAB XI
PERAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN
Bagian Kesatu
Peran Masyarakat
Pasal 106

Masyarakat adalah kelompok orang yang terkena dampak langsung dari

kegiatan penataan ruang, yang memiliki keahlian di bidang penataan ruang,

dan/atau yang kegiatan pokoknya di bidang penataan ruang.

(1)

(4)

(9)

(6)

Pasal 107

Peran masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi:

a. peran masyarakat dalam pelaksanaan penataan ruang; dan

b. peranmasyarakat dalam pengawasaan penataan ruang.

Peran masyarakat dalam pelaksanaan penataan ruang dilakukan pada

tahap:

a. proses perencanaan tata ruang;

b. pemanfaatan ruang; dan

c. pengendalian pemanfaatan ruang.

Peran masyarakat dalam pengawasan penataan ruang dilakukan secara

terus menerus selama masa berlakunya Rencana Tata Ruang.

Ketentuan mengenai peran masyarakat dalam pelaksanaan penataan

ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a berpedoman

kepada peraturan perundang-undangan.

Ketentuan mengenai peran masyarakat dalam pengawasan penataan

ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dilakukan melalui:

a. keikutsertaan memantau pelaksanaan penyelenggaraan penataan
ruang;

b. keikutsertaan mengevaluasi pelaksanaan penyelenggaraan penataan
ruang; dan

c. pemberian laporan terhadap ketidaksesuaian terhadap
penyelenggaraan penataan ruang.

Peran masyarakat dibidang penataan ruang sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dapat disampaikan secara lisan dan/atau tertulis.

Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat

disampaikan kepada Bupati.

Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga dapat

disampaikan melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati.



Paragraf [
Peran Masyarakat Dalam Proses Perencanaan Tata Ruang
Pasal 108

(1) Bentuk peran masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) huruf a dapat berupa:
1. Masukan, meliputi:

a. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
b. penentuan arah pengembangan kota;
c. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan;
d. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan
€. penetapan rencana tata ruang.
2. menyampaikan keberatan terhadap rancangan rencana tata ruang;
dan
3. melakukan kerja sama dengan pemerintah, pemerintah provinsi,
pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat.

(2) Kerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama
unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

(3) Masyarakat dapat menyampaikan masukan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a melalui forum pertemuan yang difasilitasi oleh
pemerintah daerah.

Paragraf 2
Peran Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang
Pasal 109

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) huruf b dapat berupa:

a. melakukan kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan kearifan
lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;

b. menyampaikan masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;

c. memberikan dukungan bantuan teknik, keahlian, dan/atau dana dalam
pengelolaan pemanfaatan ruang;

d. meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan
ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan
memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku,;

e. melakukan kerjasama pengelolaan ruang dengan pemerintah,
pemerintah provinsi, pemerintah daerah, dan/atau dan pihak lainnya
secara bertanggung jawab untuk pencapaian tujuan penataan ruang;

f. menjaga, memelihara, dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan

dan Sumber Daya Alam (SDA);



g. melakukan usaha investasi dan /atau jasa keahlian; dan
h. mengajukan gugatan ganti rugi kepada pemerintah atau pihak lain
apabila kegiatan pembangunan yang dilaksanakan merugikan.

Paragraf 3
Peran Masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Pasal 110

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) huruf c dapat berupa:

a. memberikan masukan mengenai arahan zonasi, perizinan, pemberian
insentif, dan disinsentif serta pengenaan sanksi;

b. turut serta memantau dan mengawasi pelaksanaan kegiatan
pemanfaatan ruang, rencana tata ruang yvang telah ditetapkan, dan
pemenuhan standar pelayanan minimal di bidang penataan ruang;

c. melaporkan kepada instansi/pejabat yang berwenang dalam hal
menemukan kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata
ruang yang telah ditetapkan dan adanya indikasi kerusakan dan/atau
pencemaran lingkungan, tidak memenuhi standar pelayanan minimal
dan/atau masalah yang terjadi di masyarakat dalam penyelenggaraan
penataan ruang;

d. mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat publik yang
dipandang tidak sesuai dengan rencana tata ruang; dan

e. mengajukan gugatan pembatalan izin dan/atau penghentian
pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada

instansi yang berwenang.

Pasal 111
Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah dapat
membangun strategi pengembangan kesadaran dan tanggung jawab

masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang.

Bagian Kedua
Kelembagaan
Pasal 112
(1) Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan secara terpadu dan
komprehensif melalui suatu koordinasi dan kerjasama antara
pemerintah daerah dan pihak-pihak lain yang terkait dengan
pemanfaatan ruang dan pelaksanaan kegiatan pembangunan.
(2) Dalam rangka mengoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan
kerjasama antar sektor/antar daerah bidang penataan ruang dibentuk

Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD), Tim Ahli Bangunan



(4)

(5)

(6)

(1)

Gedung (TABG) dan Tim Pertimbangan Teknis Terkait dalam Keputusan
Bupati.

TKPRD terdiri atas unsur OPD di Jajaran pemerintah daerah serta unsur
terkait lainnya.

TABG terdiri atas unsur asosiasi profesi, perguruan tinggi, masyarakat
ahli bangunan gedung, dan masyarakat adat.

Tim Pertimbangan Teknis sesuai kebutuhan dapat dibentuk dengan
anggota terdiri atas: a. unsur pemerintah daerah; dan b. perwakilan
masyarakat.

Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja TKPRD, TABG dan Tim
Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

dengan Keputusan Bupati.

BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 113
Pemerintah Daerah melakukan pembinaan penyelenggaraan RTA dan

Instrumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang melalui:

a. koordinasi;

b. sosialisasi;

c. pemberian pedoman dan standar;

d. bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
e. penelitian dan pengembangan;

f. penyebaran informasi;

g. pengembangan sistem informasi;

h. pendidikan dan pelatihan; dan

pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.

[y

Kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara
berkesinambungan yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan.
Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal 114

Pemerintah Daerah melakukan pengawasan penyelenggaraan RTA dan

Instrumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang sesuai dengan wewenangnya

melalui:
a. pemantauan;
b. evaluasi; dan

C.

pelaporan.



Pasal 115

(1) Pemantauan sebagaimana dimaksud Pasal 114 huruf a meliputi:

a. pengamatan;

b. pencatatan;

c. perekaman;

d. pemeriksaan laporan; dan/atau
e. peninjauan secara langsung.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 huruf b, dilakukan
melalui kegiatan analisis dan penilaian terhadap hasil pemantauan yang
hasilnya sebagai dasar peninjauan atas pelaksanaan RTA dan Instrumen
Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

(3) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf ¢, disampaikan
oleh Kepala instansi yang mengeluarkan izin dan rekomendasi kepada
Bupati secara berkala atau sesuai kebutuhan.

(4) Jangka waktu pemantauan sesuai dengan peratuan perundang-

undangan yang berlaku.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 116

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:

a. semua Peraturan Bupati yang terkait Danau Perintis dan peraturan
pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang di Danau Perintis
yang telah ada, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan
Peraturan Bupati ini;

b. semua perizinan yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan
Bupati ini, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan
Peraturan Bupati ini; dan

c. semua rekomendasi Bupati yang telah diberikan sebelum berlakunya

Peraturan Bupati ini, masih tetap dipergunakan untuk proses perizinan.

Pasal 117

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:

a. kegiatan pemanfaatan ruang di Danau Perintis yang telah dilaksanakan
sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap dilaksanakan sepanjang
sesuai dengan RTRW dan/atau rencana rinci tata ruang, perizinan, dan
fungsi konservasi;

b. kegiatan pemanfaatan ruang di Danau Perintis yang telah dilaksanakan
sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dan sesuai dengan RTRW dan

rencana rinci tata ruang, tetapi belum memiliki izin, harus mengajukan



permohonan izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini ditetapkan;

c. setiap kegiatan pemanfaatan ruang yang telah ada harus melakukan
rekayasa teknik dan/atau rekayasa vegetatif untuk meningkatkan dan
memulihkan fungsi konservasi di Danau Perintis;

d. izin pemanfaatan ruang yang telah diterbitkan sebelum berlakunya
Peraturan Bupati ini namun belum dilaksanakan, harus disesuaikan
dengan Peraturan Bupati ini; dan

€. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRW dan/atau rencana
rinci tata ruang dan tidak memiliki izin, serta bertentangan dengan
ketentuan Peraturan Bupati ini, dilakukan penertiban sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 118
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone

Bolango.

PARAF HIERARHKIS

H
‘_SI.

ASISTEN I A

ASISTEN II ik
ASISTEN 11t A
KEPALA BADAN :
KABID :

\

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 2%  Joveser 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,

Ditetapkan di S

pada tanggal
BUPAYI

WAKIL BUPATI

2019

SEKDA

HAMIM POU

Ir. H. ISHAK NTOMA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19641106 199103 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2019 NOMOR & 42



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN BONE BOLANGO
Jin. Prof.DR.Ing.B.J.Habibie No.1 PUSAT PERKANTORAN BONE BOLANGO

Nomor : 180/Hkm-Org/Setda/ /2019 Suwawa, Oktober 2019

Kepada Yth,

BUPATI BONE BOLANGO
Di

Tempat

LEMBAR HARMONISASI PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

OBJEK : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PENGENDALIAN
PEMANFAATAN RUANG KAWASAN SEKITAR DANAU PERINTIS
KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2020-2039

PENGELOLA : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN

CATATAN : TELAH MEMENUHI PROSES HARMONISASI

LAMPIRAN : 1 (Satu ) Berkas

UNTUK : Mohon Persetujuan dan Tanda Tangan Atas Peraturan Bupati

Bone Bolango

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

a

JEN AWAL ABDULLAH PAKAYA, SH
NIP. 19730606 200604 1 031




PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

PENELITIAN & PENGEMBANGAN

JI. Prof. Dr. Ing. BJ. Habibie Nomor 04 Kompleks Kantor Bupali Kecamatan Suwawa - 96184
Faksimile (0435) 8591492 Email : bappeda@bonebolango.org

TELAAHAN STAF

Kepada Yth : Bupati Bone Bolango

Dari . Kepala Bappeda-Litbang Kabupaten Bone Bolango
Nomor : 050/Bappedalitbang-BB/TS/4X /IX/2019
Tanggal  : /& September 2019
Perihal : Pengusulan persetujuan pembuatan dan penerbitan Peraturan Bupati Bone
Bolango, tentang Rencana Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan
Sekitar Danau Perintis Di Kabupaten Bone Bolango.
I. Dasar
1. Undang-undang Nomor 06 Tahun 2003 tenang Pembentukan Kabupaten Bone
Bolango dan Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Bone Bolango Tahun 2011-2031;
€. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman
Perencanaan Kawasan Perkotaan;
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA- SKPD)
Bappeda-Litbang Kabupaten Bone Bolango Tahun 2019.
Il. Pertimbangan :

Dalam rangka menjamin pelaksanaan kegiatan proses sistem perencanaan
pembangunan daerah dan untuk mendukung penyelenggaraan penataan ruang yang
aman, nyaman dan produktif maka diperlukan aturan perundang-undangan yang
mempunyai peran yang sangat strategis dalam kegiatan penataan ruang baik pada
aspek perencanaan, pemanfaatan maupun pengendalian yang akan dilakukan melalui
penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsetif, serta
pengenaan sanksi yang akan di evaluasi dan dikaji oleh Pemerintah Kabupaten Bone
Bolango.

Ill. Kesimpulan

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka diperlukan dasar hukum berpijak, untuk
melaksanakan fungsi penyelenggaraan penataan ruang daerah dimaksud dalam bentuk
Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Rencana Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Kawasan Sekitar Danau Perintis Di Kabupaten Bone Bolango.

iv. Saran:

Mohon petunjuk dan persetujuan Bapak Bupati Bone Bolango untuk pembuatan
dan penerbitan Peraturan Bupati Bone Bolango, tentang Rencana Pengendalian
Pemanfaatan Ruang Kawasan Sekitar Danau Perintis Di Kabupaten Bone Bolango
dimaksud.

Demikian telaahan staf ini disampaikan dan mohon petunjuk, atasnya
disampaikan terima kasih.

\/u/e % B N ) KEPALA BAPPEDA-LITBANG,
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